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BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 181 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan Daerah dilakukan
secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat,
serta taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang diwujudkan dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah
merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran dalam masa 1 (satu) tahun anggaran;

c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan
pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2022 agar berjalan lancar, berdaya guna
dan berhasil guna, diperlukan pengaturan yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
secbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomo 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2020 Nomor 15);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
ANGGARAN 2022,
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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Bupati adalah Bupati Purworejao.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Purworejo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang
selanjutnya disingkat BPKPAD, adalah Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPKD, adalah BPKPAD selaku unsur penunjang
urusan  pemerintahan  pada  Pemerintah  Daerah  yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah
unsur pelaksana tugas teknis pada SKPD.

Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama Bupati.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun.

Keuangan Dacrah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pengelolaan Keuangan Daecrah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD, adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang seclanjutnya
disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
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Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris
Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah Kepala BPKPAD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan Dbertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD,
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA,
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut, Kuasa
BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian tugas BUD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, vyang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPKD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPKD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat
PPTK, adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pejabat lainnya pada SKPD dalam rangka pengelolaan keuangan
Daerah diantaranya adalah penanggung jawab program,
penanggung jawab sub kegiatan, pembantu bendahara dan
pejabat lainnya yang tugasnya dalam rangka pengelolaan
keuangan Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang penerimaan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
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Bendahara Penerimaan SKPKD adalah pejabat yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang penerimaan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD, yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah (hasil penjualan aset daerah yang tidak
dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti rugi,
sumbangan pihak ketiga, penerimaaan lain-lain, pendapatan
Badan Layanan Umum Daerah), Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Penerimaan Pembiayaan.
Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja
Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan tertib dan teratur sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyctorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung
jawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan PA/Pengguna Barang
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan.
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Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1
(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapal sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan daerah.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat
SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.
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Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang secbagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah yang wajib dibayar Pemerintah
Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ckonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Pemberian  Pinjaman  Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik
Pemerintah Daerah lainnya, badan wusaha milik negara,
Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat
dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok
pinjaman.

Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada
publik melalui penawaran umum di pasar modal.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, vyang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan BPKPAD selaku BUD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD, yang
sclanjutnya disingkat DPPA-PPKD, adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BPKPAD selaku
BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh Pengguna Anggaran.
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Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, yang selanjutnya
disingkat DPAL, adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun
sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun
berikutnya.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana  untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP,
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggungjawab  atas  pelaksanaan kegiatan/Bendahara
Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP, adalah uang
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional
pada SKPD/Unit Kerja dan/atau pengeluaran yang menurut sifat
dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat LS, adalah
Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima
hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau
surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah
membayar langsung.

Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TU, adalah
tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai
pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai
dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat GU, adalah
ganti uang muka yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengganti
Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU,
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk permintaan pengganti UP yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.
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SPP Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-
TU, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk permintaan tambahan UP guna melaksanakan kegiatan
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan UP.

SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar
perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya
disingkat SPM-UP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dipergunakan sebagai UP untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPM-GU, adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PA untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah
dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPM-TU, adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PA/KPA untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu UP yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat
SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk
menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada
Pihak Ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D,
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah
bukti penyetoran penerimaan yang telah dilakukan Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu atau pihak lain
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke RKUD.

Kerugian Daerah adalah perbuatan melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana mestinya yang mengakibatkan kerugian bagi Daerah
yang berupa uang atau surat berharga lainnya dan Barang Milik
Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD,
adalah sistem yang diterapkan oleh UPT dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

/
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Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat
RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran
tahunan yang berisi program, kegiatan, Sub Kegiatan target
kinerja dan anggaran BLUD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang seclanjutnya
disingkat DPA-BLUD, adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang
dimiliki dan/atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak beserta
bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang
dapat dimiliki, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan
dan tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga lainnya.

Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPKom,
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja belanja daerah,
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Nihil, yang
selanjutnya disingkat SPP-GU Nihil, adalah dokumen yang
digjukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengesahan
pertanggungjawaban GU yang terakhir.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nihil,
yang selanjutnya disingkat SPP-TU Nihil, adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengesahan
pertanggungjawaban TU.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil, yang
selanjutnya disingkat SPM-GU Nihil, adalah dokumen vyang
diajukan oleh PA untuk pengesahan pertanggungjawaban GU yang
terakhir oleh fungsi perbendaharaan pada SKPKD dan selanjutnya
diterbitkan SP2D-GU Nihil oleh Kuasa BUD.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil, yang
selanjutnya disingkat SPM-TU Nihil, adalah dokumen yang
diajukan oleh PA/KPA untuk pengesahan pertanggungjawaban TU
oleh fungsi perbendaharaan pada SKPKD dan selanjutnya
diterbitkan SP2D-TU Nihil oleh Kuasa BUD.

Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan Nihil, yang
selanjutnya disingkat SP2D-GU Nihil, adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Kuasa BUD sebagai pengesahan
pertanggungjawaban GU yang terakhir oleh fungsi
perbendaharaan pada SKPKD.

Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nihil,
yang selanjutnya disingkat SP2D-TU Nihil, adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Kuasa BUD scbhagai pengesahan
pertanggungjawaban TU oleh fungsi perbendaharaan pada SKPKD.
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Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan
kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh pemerintah.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat
FKTP, adalah fasilitas keschatan yang melakukan pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk
keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau
pelayanan kesehatan lainnya.

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut
Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk
mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar
dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat
dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang
ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
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pengelola keuangan Daerah;

pelaksanaan dan penatausahaan APBD;

laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah;
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

kekayaan Daerah dan utang Daerah;

BLUD;

Dana BOS;

Dana Desa,;

penyelesaian kerugian Daerah;

informasi keuangan daerah; dan

pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan  pemeriksaan

pengelolaan keuangan Daerah.
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BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai
kewenangan:

a.

menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibahas bersama;

menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
Perubahan APBD, dan rancangan Perda  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;

menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh
Daerah dan/atau masyarakat;

menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

menetapkan KPA;

menetapkan Bendahara  Penerimaan dan  Bendahara
Pengeluaran;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
Utang dan Piutang Daerah;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran,;

menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling
sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara
pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah,
bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus
dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati selaku Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian
atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada
Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem
pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima
atau mengeluarkan uang.

Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah;

b. Kepala BPKPAD selaku PPKD; dan

c. Kepala SKPD selaku PA.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan Daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan

perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan
keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPD.

o 0

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan Daerah paling sedikit

meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan Daerah;

b. koordinasi dalam  penyusunan  kebijakan  akuntansi
pemerintah Daerah;

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
Daerah.

/
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Koordinator pengelolaan keuangan Daerah dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Koordinator dalam pengelolaan keuangan Daerah terkait dengan
peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 5

Kepala SKPKD sclaku PPKD adalah Kepala SKPD yang
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan
Daerah.

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban APBD;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah
diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran Kas Daerah;

e. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;

f. menetapkan anggaran kas dan SPD;

g. menylapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan
dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan sebagaimana tersebut, terdapat kewenangan
lain yaitu:

a. mengelola Investasi;

[
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menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui SP2D;

membuka Rekening Kas Umum Daerah;

membuka Rekening Penerimaan;

membuka Rekening Pengeluaran; dan

menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD.
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Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari
investasi tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewenangan BPKPAD, SKPD sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan

BPKPAD untuk melaksanakan tugas:

menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

melaksanakan pemungutan Pajak Daerah,;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan

atas nama Pemerintah Daerah;

melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan

g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan Barang Milik Daerah.
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PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Apabila PPKD berhalangan sementara dalam waktu sekurang-
kurangnya selama 7 (tujuh) Hari, antara lain karena sedang
melakukan kunjungan ke luar daerah atau ke luar negeri,
mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah
haji, menjalani rawat inap di rumah sakit, cuti, atau alasan lain
yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pejabat
yang berwenang dapat mengusulkan pejabat di lingkungan
BPKPAD sebagai Pelaksana Harian (Plh.) sesuai dengan aturan
kepegawaian yang berlaku.

(10) Pejabat yang diusulkan sebagai Pelaksana Harian (Plh.) dapat

menandatangani dokumen-dokumen vyang berkaitan dengan
masalah keuangan.

(11) Kewenangan untuk menandatangani dokumen yang berkaitan

dengan masalah keuangan tidak menghilangkan kewajiban untuk
berkonsultasi terlebih dahulu kepada PPKD apabila menyangkut
hal strategis dan selanjutnya melaporkan tugas penandatanganan
kepada PPKD.
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Bagian Ketiga
Kuasa BUD

Pasal 7

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan BPKPAD
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kuasa BUD mempunyai tugas:

menyiapkan anggaran kas;

menyiapkan SPD;

menerbitkan SP2D;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

menyimpan uang Daerah;

g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi Daerah;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas
Beban APBD;

i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama

Pemerintah Daerah;

melakukan pengelolaan utang dan Piutang Daerah; dan

melakukan penagihan Piutang Daerah yang sudah diverifikasi

dan validasi oleh SKPD teknis.
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Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk
ditetapkan oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih atas investasi; dan

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan
dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)
Kuasa BUD di lingkungan BPKPAD dengan pertimbangan besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang
kendali.

Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban
kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya

ditetapkan kepala daerah.
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Bagian Keempat
Pengguna Anggaran

Pasal 8

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a.
b.

C.
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menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakuan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran pada SKPD vyang
dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

menetapkan pejabat lainnya pada SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan
melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya,
meliputi:
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menyusun anggaran kas SKPD;

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah tersebut; dan

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai
wewenang, meliputi:

a.

menandatangani dokumen permintaan pengesahan
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD);

Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara  Pengeluaran dan  Pembantu  Bendahara
Pengeluaran = Pembantu  sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;
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Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari
pelaksanaan DPA-SKPD.

Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain

sebagai akibat:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia
barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui
tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD vyang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:

a. perjanjian atau perikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,
PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya
kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

(10) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat

melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan
pengelolaan keuangan.



(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal ©

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala
Unit Kerja terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian,
Kepala UPT dan/atau Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA).

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran
anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, rentang kendali, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.

Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan
oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub
kegiatan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati.

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap
SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis
Daerah, dan/atau kelurahan sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelimpahan secbagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas
usul Kepala SKPD selaku PA disertai dengan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran,;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung

jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

rh

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit
SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,
KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(10) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Dalam hal terdapat wunit organisasi bersifat khusus, KPA

mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;:

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus

yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran,;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya;

1. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

L
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(12) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai

(1)

ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk
mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah
diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Pasal 10

Apabila PA/KPA berhalangan sementara dalam waktu paling
sedikit selama 7 (tujuh) Hari, antara lain karena sedang
melakukan kunjungan ke luar daerah atau ke luar negeri,
mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah
haji, menjalani rawat inap di rumah sakit, cuti, atau alasan lain
yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pejabat
yang berwenang dapat menunjuk pejabat di lingkungan SKPD
yang bersangkutan sebagai Pelaksana Harian (Plh.) sesuai dengan
ketentuan kepegawaian yang berlaku.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menandatangani
dokumen yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Kewenangan untuk menandatangani dokumen yang berkaitan
dengan masalah keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghilangkan kewsajiban untuk berkonsultasi terlebih
dahulu kepada PA/KPA apabila menyangkut hal-hal strategis dan
selanjutnya melaporkan tugas penandatanganan kepada PA/KPA.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 11

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan
pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA

meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD /Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
dan;

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis

Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan; dan

c. melaporkan perkembangan = pelaksanaan  Kegiatan/Sub
kegiatan kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan

meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan

perundangundangan; dan
c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.



(6)

(7)
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(11)
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(15)

(1)

Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab
kepada PA.

Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab
kepada KPA.

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat
yang dilaksanakan oleh PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan
SKPD/Unit SKPD.

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi,
rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang
kriterianya ditetapkan Bupati.

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas
dan fungsi.

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan
pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan
pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku
PPTK dengan kriteria:

a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;

b. memiliki masa kerja di SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan
paling sedikit 2 (dua) tahun; dan

c. paling rendah golongan III/a.

Pasal 12

Apabila PPTK berhalangan sementara dalam waktu paling sedikit
selama 7 (tujuh) Hari antara lain karena sedang melakukan
kunjungan ke luar daerah atau ke luar negeri, mengikuti
pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji,
menjalankan rawat inap di rumah sakit, cuti, atau alasan lain
yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PA/KPA
menunjuk pejabat lain di lingkungan SKPD sebagai Pengganti

PPTH.
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Penunjukan Pengganti PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat bersifat sementara atau tetap sesuai dengan pertimbangan
pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Guna kelancaran pelaksanaan tugas, PPTK dapat dibantu oleh
Pembantu PPTK yang ditunjuk oleh PA/KPA.

Penunjukan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada pertimbangan anggaran kegiatan, beban kerja,
lokasi, dan/atau rentang kendali maupun pertimbangan objektif
lainnya.

Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas untuk membantu PPTK dalam melaksanakan kegiatan teknis
dan administrasi, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan pelaporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas, Pembantu PPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPTK.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.

Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan
wewenang BLUD.

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang
bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi
daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

dan kewenangan:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;



d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
e. menyusun laporan keuangan SKPD.

(6) Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti
kelengkapan dan keabsahan.

(7) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana pada ayat

(5), PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan;

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

(8) Kepala SKPD dapat menetapkan pembantu PPK-SKPD yang
bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas
penatausahaan keuangan SKPD.

Bagian Kesembilan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 15

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada Unit SKPD.

(2) Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a. Besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan
bagian pada kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat
Daerah;

b. rentang kendali dan/atau lokasi;

c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan
layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD mempunyai tugas
dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu;
b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan

SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
dan

/
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c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Selain melaksanakan tugas pada ayat (3), PPK Unit SKPD

melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai

tugas meliputi:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM;

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan

f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan
unit SKPD.

Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu PPK Unit SKPD.
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(2)
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Bagian Kesepuluh
PPK-SKPKD

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan anggaran yang dimuat dalam DPA-
SKPKD, Kepala SKPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD sebagai PPK-SKPKD.

PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas:

a. meneliti kelengkapan SPP-LS Belanja Tidak Langsung non
Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan yang disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran SKPKD;

b. meneliti kelengkapan SPP-LS Belanja Tidak Langsung non

Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh

Bendahara Pengeluaran SKPKD;

melakukan verifikasi SPP;

menyiapkan SPM;

melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran;

melaksanakan akuntansi SKPKD; dan

menyiapkan laporan keuangan SKPKD.

R The Qo

PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Kesebelas
Bendahara

Pasal 17

Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke
RKUD, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan

memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan.

i/
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d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,
kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan
Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.

Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh
kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.

Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

Tugas dan wewenang sesual dengan lingkup penugasan paling

sedikit meliputi:

a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD,
kecuali untuk transaksi secara elektronik;

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan,;

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat  laporan pertanggungjawaban secara
administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

(12) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Penerimaan.
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(13) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

(14) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

(15) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara
Penerimaan.

(16) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut
Pembantu Bendahara Penerimaan.

Pasal 18

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan Bendahara Pengeluaran kepada
Bupati.

(2) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja
dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

(3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan wewenang:
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;
d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban
secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

=

(4) Selain tugas dan  wewenang, Bendahara Pengeluaran

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan
Bupati;

b. memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;



e. menylapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal; dan

f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
yang melaksanakan fungsi BUD.

(5) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati
atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(6) Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas
pertimbangan:
a. besaran anggaran; dan
b. rentang kendali dan/atau lokasi.

(7) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) memiliki tugas dan wewenang meliputi:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU

dan SPP-LS;

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara

Pengeluaran;

c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang

dikelolanya;

e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif

kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

o ™

(8) Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu
memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah;

b. memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan; dan

e. menylapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal pada tahun berjalan.

(9) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala
daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

/



(10) Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan
wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

(11) Bendahara  Pengeluaran Pembantu  secara  administratif
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

(12) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

(13) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat  laporan = pertanggungjawaban secara
administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

(14) Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

(15) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

(16) Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran.

(17) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk
meningkatkan  efektivitas pengelolaan belanja dan/atau
pengeluaran pembiayaan.

(18) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

(19) Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

(20) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
secara kumulatif hanya diperkenankan menyimpan uang tunai
paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 19
(1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran

Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil pada SKPD masing-masing
yang bersangkutan.

/



(2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 20

(1) Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau
Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya dapat dilakukan pada
tingkat KPA.

(2) Dalam melaksanakan tugas Bendahara Penerimaan Pembantu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada
Bendahara Penerimaan.

(3) Dalam melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada
Bendahara Pengeluaran.

Pasal 21

(1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan,
dan penjualan jasa;

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau
penjualan jasa;

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak
langsung; dan

d. larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara
Khusus.

(2) Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,
dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan
pelaksanaan APBD.

Pasal 22

(1) Dalam hal Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran
Bendaharan Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara
Pengeluaran Pembantu berhalangan:

a. lebih dari 3 (tiga) Hari sampai dengan 1 (satu) bulan,
Bendahara yang bersangkutan wajib memberikan surat kuasa
kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Pembantu
dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD;



b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, Bupati
atas usul PPKD selaku BUD menetapan pejabat pengganti
Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dengan
disertai berita acara serah terima.

(2) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendaharas
Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu  yang  tidak  melaksanakan  kembali tugas
kebendaharaan setelah berhalangan 3 (tiga) bulan atau lebih, yang
bersangkutan dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan
Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bupati atas usul PPKD selaku BUD menetapkan pejabat pengganti
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Bagian Keduabelas
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pasal 23

(1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang
dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat
Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan
kebutuhan.

(3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan
perubahan KUA;

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan
perubahan PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungjawaban APBD;

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
Pertanggungjawaban APBD;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan
perubahan DPA-SKPD;

h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman
penyusunan RKA; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

/



(9)

(2)

(1)

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan
Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 24

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah mencakup:
Kerangka Pengaturan;
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah;
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris;
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD);
Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
Surat Penyediaan Dana (SPD);
Penerimaan Dan Penyetoran Pendapatan;
Pembukuan Bendahara Penerimaan;
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan;
Rekonsiliasi Penerimaan;
Penatausahaan Pembayaran Atas Kelebihan Pendapatan;
Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja;

. Penetapan Besaran Uang Persediaan;
Proses Pelimpahan Uang Persediaan;
Permintaan Pembayaran;
Perintah Membayar;
Perintah Pencairan Dana;
Pembukuan Bendahara Pengeluaran;
Penyampaian  Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara
Pengeluaran;
Belanja Wajib dan Mengikat;
Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan; dan
Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan.
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Uraian lebih lanjut terkait pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD
DAN PERUBAHAN APBD

Pasal 25

Laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD
mencakup:



(2)

Laporan realisasi semester pertama APBD

Prasyarat perubahan APBD

Perubahan KUA dan perubahan PPAS

Pergeseran anggaran

Penggunaan silpa tahun sebelumnya

Pendanaan keadaan darurat

Pendanaan keadaan luar biasa

Penyusunan perubahan APBD

Penetapan perubahan APBD

Persetujuan rancangan peraturan Daerah perubahan APBD
Evaluasi rancangan peraturan Daerah perubahan APBD
dan rancangan peraturan Bupati penjabaran perubahan APBD
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Uraian lebih lanjut terkait laporan realisasi semester pertama
APBD dan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB YV

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 26

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah mencakup:
a. Akuntansi Pemerintah Daerah, dan
b. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Uraian lebih lanjut terkait akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 27

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mencakup:

a. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan

b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Uraian lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB VII
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 28

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan,
belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap
Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

(2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat
waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata
dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang
Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari
pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah,
kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Piutang Daerah diatur
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

(2) Pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Investasi Daerah
diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.



Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 32

(1) Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah
diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 33

(1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah
dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Utang Daerah dan
Pinjaman Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan
kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati yang
dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

(3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD
dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek
manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.



Pasal 35

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (1) meliputi:

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau
layanan kepada masyarakat; dan/atau

c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 36
(1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang
dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
(4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
Pasal 37

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan
teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas
Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 38

(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk
membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas
pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pasal 39

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja
BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan
Kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BLUD diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IX
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 41
Dana BOS yang diterima langsung oleh sekolah di luar
pengelolaan BUD dikelola menjadi satu kesatuan dengan

pengelolaan APBD.

Pendapatan Dana BOS dialokasikan pada akun pendapatan,
kelompok Pendapatan Transfer.

Belanja Dana BOS dialokasikan pada jenis Belanja Operasi dan
Belanja Modal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Dana BOS
diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB X
DANA DESA
Pasal 42

Dana Desa yang diterima langsung oleh Pemerintah Desa di luar
pengelolaan BUD dikelola menjadi satu kesatuan dengan
pengelolaan APBD.

Pendapatan Dana Desa dialokasikan pada akun pendapatan,
kelompok Pendapatan Transfer.

Belanja Dana Desa dialokasikan pada akun belanja, kelompok
Belanja Transfer.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Dana
Desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 43

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 44

(1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain
yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan
Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian Daerah diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi keuangan
daerah dan diumumkan kepada masyarakat.

(2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan
anggaran, dan laporan keuangan.

(3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan
laporan Pengelolaan Keuangan Daerah,;
b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan
Daerah;
membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan
Daerah;
menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
mendukung penyelenggaraan sistem informasi Kkeuangan
daerah; dan
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
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(4) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan
kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
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(2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap
disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menerapkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara
terintegrasi paling sedikit meliputi:

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja

Pemerintah Daerah;

penyusunan rencana kerja SKPD;

penyusunan anggaran;

pengelolaan Pendapatan Daerah;

pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;

akuntansi dan pelaporan; dan

pengadaan barang dan jasa.
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BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 47

(I) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan keuangan Daerah oleh SKPD.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 48

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
meliputi pemberian pedoman, bimbingan, fasilitasi, konsultasi,
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pertanggungjawaban,
pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan
keuangan Daerah.

(3) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan anggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan,
pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara
berkala dan/atau sewaktu-waktu, secara menyeluruh kepada
SKPD.
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(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara berkala bagi SKPD.

Pasal 49

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan
dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis,
dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 50

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda
tentang APBD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perda tentang APBD.

Pasal 51

Pengawasan pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 52

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah, Bupati mengatur dan
menyelenggarakan sistem pengendalian internal di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mendorong agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan sehingga dapat tercapai tepat
waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat
manfaat.

(3) Pengendalian tingkat kabupaten terhadap semua kegiatan di SKPD
diselenggarakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo dengan berpedoman pada Peraturan Bupati
tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan.

(4) Pengendalian internal di lingkup SKPD dilaksanakan secara
berjenjang oleh PPTK, dan PA/KPA.



Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 53

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB XIII
KETENTUAN LAIN- LAIN
Pasal 54

Kepala SKPD selaku Pengguna Barang merencanakan dan
menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kebutuhan Barang
(RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB)
dengan memperhatikan ketersediaan Barang Milik Daerah yang
ada.

Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang (RKPB) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), digunakan oleh SKPD untuk menyusun RKA-SKPD
sebagai bahan dalam penyusunan rencana APBD.

Setelah APBD ditetapkan, setiap SKPD menyusun Daftar Rencana
Tahunan Barang dan disampaikan kepada Bupati melalui
pengelola yang selanjutnya diteliti dan dihimpun menjadi Daftar
Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) untuk satu tahun
anggaran serta dijadikan pedoman dalam pelaksanakan
pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang
Milik Daerah.

Pasal 55

Perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. perencanaan pengadaan melalui penyedia barang/jasa; dan

b. perencanaan pengadaan secara swakelola.

Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diumumkan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD.

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan
kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan
atau perubahan DPA-SKPD.

Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan setelah
Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan oleh PA melalui
aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh SKPD atau Unit Kerja
Pengadaaan Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Pasal 56

Batas akhir pengajuan SPP-GU/SPP-TU/SPM-GU/SPM-TU paling
lambat 10 (sepuluh) Hari sebelum tahun anggaran berkenaan
berakhir.

Batas akhir pengajuan SPP-LS/SPM-LS untuk pembayaran kepada
Pihak Ketiga paling lambat tanggal 14 Desember tahun berkenaan.

Pengajuan pengajuan SPP-LS/SPM-LS untuk pembayaran
pengadaan barang/jasa dengan kontrak yang berakhir setelah
tanggal 14 Desember tahun berkenaan dilakukan setelah
mendapatkan izin dari Bupati.

Permohonan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan paling lambat tanggal 3 Desember tahun berkenaan
dengan dilampiri rekapitulasi kontrak dan disertai alasan yang
jelas.

Batas akhir pengajuan pengajuan SPP-LS/SPM-LS untuk Belanja
Tidak Langsung melalui PPKD paling lambat 7 (tujuh) Hari
sebelum tahun anggaran berakhir, kecuali dengan izin Bupati
disertai alasan yang jelas.

Batas akhir pengajuan SPP-GU Nihil/SPP-TU Nihil/SPM-GU
Nihil/SPM-TU Nihil paling lambat tanggal 30 Desember tahun
berkenaan pukul 14.00 WIB.



(7) Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan sisa UP tahun
anggaran berkenaan ke RKUD paling lambat tanggal 30 Desember
tahun berkenaan pukul 09.00 WIB.

(8) Pencairan uang oleh Bendahara pada akhir tahun anggaran
berkenaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 57

(1) Pelaksanaan program dan/kegiatan yang pendanaannya
bersumber dari dana transfer dilakukan oleh Kepala SKPD dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengelolaan dana transfer yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan dan/atau instansi/lembaga teknis terkait.

(2) Pendanaan atas program dan/atau kegiatan yang pelaksanaanya
tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan dana transfer yang ditetapkan
oleh Kementerian Keuangan dan/atau instansi/lembaga teknis
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab SKPD yang bersangkutan dengan melakukan rekomposisi
penganggaran kegiatan dalam perubahan APBD tahun anggaran
berkenaan.

Pasal 58

Keberhasilan pelaksanaan APBD selain dilaksanakan oleh jajaran
pemerintahan juga ditentukan oleh dukungan dan partisipasi
masyarakat dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan
permasalahan yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga cita-cita
masyarakat dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi yang telah
ditetapkan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran kelebihan
penerimaan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan/pembayaran non tunai
diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 DECEMBER 202)

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 10 DESEM BET 202y
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2022

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

A. Kerangka Pengaturan

Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah mencakup

proses-proses sebagai berikut:

T3 BRE e o b

pelaksanaan dan penatausahaan Kas Umum Daerah

pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

penyiapan DPA-SKPD

anggaran Kas dan SPD

pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan

Daerah ditentukan sebagai berikut:

ks

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam
APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola
oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan
pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran
Daerah tersebut.

Mekanisme pencatatan dan pengesahan atas Penerimaan Daerah dan

Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah

dilaksanakan sebagai berikut:

a. SKPD teknis yang menangani Penerimaan Daerah dan Pengeluaran
Daerah sebagaimana dimaksud, mengajukan permintaan pengesahan
pendapatan dan belanja kepada BUD dengan dilampiri Laporan
Realisasi Penerimaan dan Belanja serta Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak.

b. BUD menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja paling
lama 2 (dua) hari setelah menerima dokumen secara lengkap.

c. Dalam hal dokumen dimaksud pada butir 2.b tidak lengkap, BUD
menolak menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja.

PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang
atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas
penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai
dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
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5. Bupati dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari
yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan Perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan Daerah
tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap
pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

8. Bupati dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas
Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

9. Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM,;

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat
pertanggungiawaban;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

f. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

g. bendahara khusus; dan

h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

10. Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan
APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

i

B. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan penatausahaan Kas Umum Daerah meliputi:

pembukaan RKUD;

pembukaan rekening operasional;

pembukaan rekening SKPD;

penempatan kas dalam Investasi Jangka Pendek;

penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah;

pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembukaan RKUD

Bupati dalam pengelolaan Keuangan Daerah menunjuk bank umum
yang sehat sebagai penampung RKUD. Penunjukkan Bank Umum
sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja
Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan pejabat bank umum
yang bersangkutan. Perjanjian Kerja Sama (PKS) paling sedikit
memuat:
1) jenis pelayanan yang diterima;
2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
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7) kewajiban menyampaikan laporan; dan

8) tata cara penyeclesaian perselisihan.

Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas

Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.

Pembukaan Rekening Operasional.

Pembukaan rekening operasional:

Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan

rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada bank yang
sama dengan bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Bupati.

Pembukaan rekening operasional dilakukan dengan ketentuan:

1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional
penerimaan, termasuk rekening penampungan dalam rangka
mendukung pelaksanaan penerimaan daerah secara online. untuk
mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.

2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional penerimaan

adalah sebagai berikut:

1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima
setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui
bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan
yvang dilakukan oleh bendahara penerimaan.

2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening
bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke
Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari
pada akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS
antara Bendahara Umum Daerah dengan bank umum
bersangkutan.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional pengeluaran

adalah sebagai berikut:

1) rekening operasional pengecluaran dioperasikan sebagai rekening
yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah
sesuai rencana pengeluaran.

2) rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk
pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada
pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP,
penggantian Uang Persediaan (GU) kepada Bendahara Pengeluaran
serta pemberian TU kepada Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pembukaan Rekening SKPD

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai

berilaut:

1) untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening
bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan RKUD sesuai
dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan
pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembukaan rekekning
SKPD ditentuan sebagai berikut:
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2)

3)

a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD
sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme
penerimaan pendapatan daerah.

b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk
mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke

rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat

membuka rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank dimaksud setelah

mendapat persetujuan Bupati,

Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung

penerimaan  daerah  yang menjadi kewenangan  SKPD

bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening
penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke

Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan.

Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama bendahara

penerimaan SKPD.

Rekening pengeluaran SKPD digunakan wuntuk pengelolaan

uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti

uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola
oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD
dibuka atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara

Pengeluaran Pembantu SKPD.

Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu
melalui deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.
Penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan melalui
langkah-langkah sebagai berikut:

1)

2)

4)

9)

6)

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek
sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas
daerah, dan kualitas pelayanan publik.

Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi
jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang
digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan
dalam waktu dekat (idle cash).

BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka
pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah dana yang
akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan hasil
analisa pemilihan investasi.

Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas
rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan jenis
investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan
Keputusan Bupati.

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, BUD menerbitkan Surat
Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan
pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi yang
dipilih.

Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum
Daerah paling lambat per 31 Desember.
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e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses

penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

Bagian 1: Penerimaan RKUD

1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah,
BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan
pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas
Umum.

Bagian 2: Pengeluaran RKUD

1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap
pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan
pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan oleh
PA/KPA.

2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas
Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom
nomor bukti.

f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum
daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum
Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh
penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah
akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD.

3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan

b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari
kerja pertama setiap minggunya kepada Bupati atau dapat
diserahkan sesuai kebutuhan.

4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah
membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D
secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan
keuangan daerah yang terintegrasi.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain

secbagai berikut:



a.

Buku Kas Umum BUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN..........

BUKU KAS uMumM

Pericde: ......

No.

Tanggal

No. Bukti

Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

Saldo

Disiapkan oleh,
BUD/Kuasa BUD

e
=
o]

Nama

NIP! e vreens




b. Laporan Posisi Kas Harian

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Tahun Anggaran.........
Hari e
Tanggal 5 aesivioriand
Periode § o
No. Bukti Transaksi : i =
No. : . '
4] SpaD TS Lainilam Uraian Penerimazan | Pengeluaran
Jumigh
Perubahan Posisi Kas hariini
Posisi Kas (H-1)
Posisi Kas (H]
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD:
SaldoBankl :Rp
SaldoBank2 :Rp Disiapkan oleh,
dst. :Rp BUD/Kuasa BUD
Total Saldo Kas*: Rp T
A
o]
Nama
|, | | S—
*Total Salde Kas harus soma dengan Posisi Kos (H}




C.

Rekonsiliasi Bank

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
REKONSILIASI BANK
Tahun Anggaran.........

Periode {umwariemsoasens

1. Saldo Kas Umum Daerah menurut Buku | {: EERE—
2. Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank RP:csnaion i

Selisifi 1

Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh Buku,
belum dicatat oleh Bank
8. 5TS NOwu.n R s siisiisseminaniia
b, Bukti lain yang sah B o mainion

B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku,
belum dicatat oleh Bank
a. SP2DNo.... ;1: A ——
b. Bukti Lain yang sah Rbisiinmmi
c. Dst....

C. Penerimaan yang telah dicatat cleh Bank,
belum dicatatoleh Buku
a NotaKredii No..... BD i winsninsisoss
b. Pendapatan Bunga - SRR
t. Pendapatan Jasa Giro |
d. Bukii lain yang sah B covrovssrissnii il
e. Dst.... B D BE s

D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank,
belum dicatat oleh Buku
a. Nota Debit No..... BD sasaisivmmid
b. Biaya Administrasi Bank Blionmnmimmiin
¢ Bukti Lain yang sah 41 E P
d. Dst..... RO Ry
B sibin oo

Bendahara Umum Daerah

o
A
o]

Nama
NIP: ...eve




C. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

Ls

Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran

yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rckening pihak

ketiga yvang telah ditentukan.

Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris adalah

sebagai berikut:

a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau bendahara khusus
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap
transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh
Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;

2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah
antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa
dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21,
Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian;

3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh
pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu
pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya
atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain
uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang
jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya, sehingga apabila
ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang
mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang
jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini
pemerintah daerah.

4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi
belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar
pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari
dokumen kelengkapan transaksi.

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun
perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan
sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga
(PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA schingga tidak
dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya
disajikan dalam neraca sebagai utang perhitungan fihak ketiga (PFK)
dan di laporan arus kas dibagian aktivitas transitoris sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak
boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka
waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan
sebagai berikut:

1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui
uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak
ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak,
digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban
pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan
SKPD yang ditetapkan.
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f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran
kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran
dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP

1)

3)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan
perundang-undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran
belanja melalui UP/GU/TU/LS.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh
penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.
Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara
Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan
perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

1)

2)

3)

Kas Transitoris yang melekat pada transaksi

Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potongan-

potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS

dilakukan langsung oleh bank.

Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga

atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan

pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan
yang telah ditentukan.

Jaminan

Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan

a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia
barang/jasa ke rekening RKUD.

b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia
barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya
kepada pemerintah daerah.

c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah
BUD yang berisi:

(1) Perintah Pencairan Uang;

(2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;

(3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

(4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa
penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya.

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya
sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada
pihak ketiga.

b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan
menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang
bersangkutan.

c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang
sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.
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D. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)
1. Ketentuan Umum
Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
2. Ketentuan Pelaksanaan

Penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut:

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

a. Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, PPKD
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk
menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat
pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3
(tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
ditetapkan.

b. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-
hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam
menyusun rancangan DPA-SKPD meliputi:

1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;

2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan;

3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub
kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;

4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

5) Rencana penarikan dana setiap SKPD;

6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;

7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat

pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang

telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat
pemberitahuan diterima.

Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD

a. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan
rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.

b. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6
(enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi
rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi
antara lain:

1) standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

2) analisis standar belanja;

3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

5) petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi

khusus.
c. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD
melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil

penyempurnaan kepada TAPD.
Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD
PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD
yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

i | Z



3. DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah
digunakan oleh Kepala SKPD sebagai dasar menyusun Kerangka Acun
Kerja (KAK) dan Rencana Kerja Operasional (RKO) masing-masing sub
kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan sub kegiatan serta pengendalian
pelaksanaan sub kegiatan.

4. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen DPA SKPD antara lain sebagai berikut:
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4.1 Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD

KABUPATEN PURWOREJO

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ...........

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:
a. Nama L AR
b. NIP 2 TGS
c. Jabatan B T e ersoncs

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ....... sebagai
dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran .......

Kode Nama Formulir
DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh, seeney LongEal......
Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah, PPKD,
P
H H
0] O
Nama Nama
NIP: coovisanin NIP: caviwa oy
13



4.2 Format DPA-SKPD

KABUPATEN PURWOREJO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN: x
XXX

BIDANG URUSAN
ORAGNISASI

Pengguna anggaran
a. Nama

b. NIP

c. Jabatan

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN...........

..................

Kode

Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN SKPD

Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

DPA-BELANJA SKPD

Rincian Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Pengguna Anggaran

il
g

Nama
MIB: ciavsiiian
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4.3 Ringkasan DPA-SKPD

Halaman .................
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Provinsi/Kabupaten/Kota *)........ Formulir
Tahun Anggaran...... DPA/SKPD
Organisasi 'S5’ 8 e
Ringkasan Dokuﬁ-nen Pelaksanaan. Aﬁggaran Pendapata.n; Belanja dan
Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode : Jumlah
Rekening s (Rp)
1 2 3
Pendapatan
Belanja
Surplus/(De fisit)
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Neto
Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana
Penerimaan per Bulan *) per Bulan *) Jgfanggal.........
Januan Rp Januari RPoororrr: Pengguna Anggaran
Februari Rp..coovvvnnns Februari 2 N, U
Maret | TR Maret 7 U CFar
April B i April P =
Mei | o U Mei B s
P P Nama
Juni Rp.ooiiians Juni BBovws s NIP: ..........
Juli Bpsias Juli % e
Agustus i S TR Agustus Rp.... Mengﬁgkan,
September 155's SRR, September Rp....
Oktober Rpocoannnnns Oktober Rpoiiiinna. u
November Rp.... November o R E
Desember 353 o LSRR Desember £ R
Jumlah Bl rmanensns Jumlah Rp. Wesiisi
NIP: ..........
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
i |
2
dst

*) Sesuai dengan periodisasi SPD




4.4 Format DPA-Pendapatan SKPD

Halaman.............
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-
Provinsi/Kabupaten/Kota........ PENDAPATAN
Tahun Anggaran...... SKPD
Organisasi .,206.300¢
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Uraian Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)
Jumlah
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan®)
e ey Jgtanggal........
Januari 4o Pengguna Anggaran
Februari Rpiciuainaiasiieea
3
Maret B cmssnsmisins %
April Rpasinmasniudim Hieana
Mei R NIP:..........
Juni RP.ciierriaeveennninrennes
Mengesahkan,
Juli Rp.. PPKD
Agustus RBffsosavismassssiine :;
September RE e et s
Nama
Oktober R cosnmai NIP: ..........
November Wb o
Desember Rpcsasaamnnns
Jumlah R rasnisssssmnomipsinsess
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
dst
*) Sesuai periodisasi SPD
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4.5 Format DPA-Belanja SKPD

Halaman.........
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
Provinsi/Kabupaten/Kota........ DPA-
Tahun Anggaran...... BELANJA
Organisasi HIDEIOOE. raswesasdiasvinviia SKPD
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Jumlah
s Tahun n
= y ;
§ %n g E Z = g sl Lokasi ahun Belanja | Belanja |Belanja | Belanja Tahun
g |z 2le|m|@ -4 Operasi| Modal | Tidak |Transfer|Jumlah |*1
ER =11 = Terduga
12 (34| 5 6 7 9 10 11 12 13 14
Urusan ...
Bidang Urusan ...
Program ...
Kegiatan ...
Sub Kegiatan ....
dst ...
Kegiatan ...
Sub Kegiatan ....
dst ...
Belanja Penunjang Urusan
dst ...
Urusan ...
Bidang Urusan ...
Program ...
Kegiatan ...
Sub Kegiatan ....
dst ...
Kegiatan ...
dst ...
Belanja Penunjang Urusan
dst ...
Urusan ...
Bidang Urusan ...
Program ...
Kegiatan ...
Sub Kegiatan ....
dst ...
Kegiatan ...
dst ...
Belanja Penunjang Urusan
dst ...
dst ...
dst ...
Jumlah
Rencana Penarikan DanaperBulan® | ... Jganggal.........
Januari
Februari Disetujui oleh, Disiapkan
Maret oleh, Pengguna Anggaran PPKD
April
Juni o]
Juli Nama Nama
Agusms NIF: .viiinina NIFP: .. .
September 2
Oktober B vsiaimsasimss
November Rp.....
Desember B caiigy
LJumlah Rp.

*) Sesuai dengan periodisasi
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4.6 Format DPA-Rincian Belanja SKPD

Halaman.........
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-
RINCIAN
Provinsi/Kabupaten/Kotea........ BELANJA
Tahun Anggaran...... SKFD

Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan

Program

Kegiatan

Organisasi

Unit

Alokasi Tahun -1

: Rp. (terbilang)

Alokasi Tahun

: Rp. (terbilang)

Alokasi Tahun +1

: Rp. (terbilang)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator

Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegintan:

Sub Kegiatan

Sumber Pendanaan

Lokasi

: (Provinsi sampai Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Desa/Kelurahan)

Keluaran Sub Kegiatan

: (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)

Waktu Pelaksanaan Mulai...... Sampai........
Keterangan
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Uraian Koefisien / Satuan Harga PPN (Rp)
Volume
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Sub Kegiatan b s 4

Sumber Pendanaan

Lekasi

: (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)

Keluaran Sub Kegiatan

: (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)

Waktu Pelaksanaan Mulai...... Sampai........
Keterangan
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Uraian Koefisien / Satuan Harga PPN (Rp)
Volume
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Rencana Penarikan Dana per Bulan*)
Januwari ] BPiieciiiriiiiraniieeeee | e ,tanggal.........
Februari FPengguna Anggaran
Maret
April &4
Mei Nama
Juni NIP: siaiesnii
Juli
Agustus Mengesahkan,
September PPKD
Oktober %
November Nama
Desember 3, 11 1
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Mama MNIP Jabatan Tanda
1
2
dst

*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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4.7 Format DPA-Pembiayaan SKPD

Halaman............

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUANKERJAPERANGKATDAERAH

Formulir DPA-]

Provinsi/Kabupaten/Kota........

Tahun Anggaran

PEMBIAYAAN
SKPD

Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja

Organisasi PREBEERE 000 ssnesameveininieis
Kode Uraian Jumlah
Rekening (Rp)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah
Rencana Realisasi Pendapatan per
Bulan®*)
Januari Riaoisammaye: (0000 T ,tanggal.........
Februari BRPl i ssmersssnensunins Pengguna Anggaran
Maret - P E;uﬁ
April R ssmsanss 2]
Mei T P W e Nama
Tan Fe, |\ 2
Juli Rl Mengesahkan,
Agustus Rbsvasmisiaams PPKD
September R vosnsmsvsmosmmmstunnnn
Oktober RP vimmmsvsrivsisaasi E‘ﬂ
November R mvsiminnnm Nama
Desember BBt NIP: o
Jumlah: [RpPiassmmmmassmummss
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan |Tanda Tangan
1
2
dst

*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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4.8 Format Kerangka Acuan Kerja (KAK)
KOP PERANGKAT DAERAH

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

Perangkat Daerah R R T A e e A e
Program -
Kegiatan e e e i
Sub Kegiatan R RS R R
Tahun Anggaran I T T
1. Latar Belakang Sub S R R S S S
Kegiatan
2. Maksud Dan Tujuan :  DIBRSUE o R G
TUJUATN ettt et ee et e ennra e
3 Keluaran I s e T R e e e A Rt
4 Metode Pelaksanaan L e e T AT T D R T e T LR
Sub Kegiatan
5 Gambaran/Penjelasan R R R R e A e
Umum Aktivitas Sub
Kegiatan
6 Sumber Dana Dan R S R T e R e A e e s
Perkiraan Biaya
7 Jangka Waktu R R R GRS R
Pelaksanaan
8 Kebutuhan Personil B e S S A R S S T A S R
9 Rincian Dan Tahapan I st i R e e e TR
Sub Kegiatan
Purworejo, ............. 2.1
Pengguna Anggaran PPTEK Penanggungjawab Sub
Kegiatan
WIP. covivivisvisvnveriss MR cowvsmsommnsmies BIP. conpamasigens
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4.9 Format Rencana Kerja Operasional (RKO)

KOP PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN .......

151 B 1 N e——
KABUPATEN PURWOREJO
1. Nama Kegiatan
2. Jumlah Anggaran
3. Output
4. Lokasi
5. Waktu Yang Dibutuhkan
6. Sumber Pendanaan
7. Nama PPTK
; : Waktu Anggaran | Kinerja
No | Uraian Kegiatan (Minggu /Bulan) (Rp) (%) KETERANGAN
1 2 3 B 5 6

A | Persiapan

1

2

B | Pelaksanaan

1

2

3

4

C | Pelaporan

1

2

JUMLAH
Purworejo, ...cccenenen. 20...
Pengguna Anggaran PPTK Penanggungjawab Sub
Kegiatan
NIP. oo 1 T —————

Petunjuk Pengisian:
1. Uraian Kegiatan

(diisi dengan tahapan kegiatan/sub-sub kegiatan yang merupakan proses
yang dibiayai kegiatan tersebut, pada dasarnya meliputi 3 tahap utama
yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Misal: Kegiatan Penyusunan

RKPD, tahapan kegiatannya meliputi:
a. persiapan (Contoh: Pembentukan tim, Rapat-rapat persiapan);

b. pelaksanaan (Contoh: Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan

SE Bupati tentang Penyusunan Renja SKPD, Pelaksanaan Konsultasi
Publik atas Ranwal RKPD, Pemantauan Musrenbang Kecamatan,
Pemantauan Forum SKPD, Desk verifikasi hasil Renja SKPD,
Penyelenggaraan Forum Gabungn SKPD, Penyelenggaraan Musrenbang
Kabupaten, Sinkronisasi dokumen rancangan akhir RKPD dengan
legislative, Penetapan Perbup RKPD, Verifikasi Rancangan Renja SKPD,
Penyusunan Perbup Pengesahan Renja SKPD, Penyusunan Perbup
Perubahan RKPD);

Evaluasi (Contoh: Rapat evaluasi atas pelaksanaan kegiatan
Penyusunan RKPD, persiapan penyusunan Rancangan Awal RKPD t+1).

21 Z



Waktu (Minggu/Bulan)

(Diisi dengan uraian jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan kegiatan
yang telah diuraikan dalam nomor 1).

Anggaran

(Diisi dengan rencana biaya sesuai dengan yang ditetapkan dalam DPA
SKPD atau DIPA/kalau dibiayai APBN).

Kinerja

(Diisi dengan jumlah persentase masing-masing tahapan kegiatan yang
dibandingkan dengan total pagu kegiatan).

Keterangan

(Diisi dengan penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari masing-masing
aktivitas/belanja agar lebih informatif).

E. Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah

175

Ketentuan Umum

Penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:

a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk
mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai
dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi
penerimaan daecrah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya
yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran
kas SKPD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah
daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek
pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap
bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam
DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.

b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek
pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen
anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan
penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan
setiap bulan.

c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah
daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek
setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam
DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas
belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk
setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah
ditetapkan.

d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja
dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran
kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran
pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.

e. Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan scbagai
dasar penyusunan SPD.

f. Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD
dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

b. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD
paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.
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Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2

(dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan

menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;

2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan
dana dalam DPA-SKPD.

Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi,

menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.

Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah

kepada PPKD selaku BUD.

PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah

daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak

dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen anggaran kas antara lain sebagai berikut:
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3.1 Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah

PROVINSYKABUPATEN/XOTA .
ANGGARAN XAS

TAHUN ANGGARAN. ..

Hlaman.........

Perdipalan kel Daerah

- Fajsi Daeah

- Retrdedi daead

D5t —

|Ferdapatan Tramsfyr

|- Trasfer Femeringh Prsat

-Dst—

L

Fentrimaan Perbizyass

Ferprumaan SPA.

12

uxiah Pendzzatan dan Fenerimans Pembayaan

Bl Kolast Kas yang Tesedia untuePengduine

Ralanja Opeeat]

- Banfs Fgansl

| Biaga Baraag dan dasz

o] J—

[Balinja Modal

- B anja Moda! Tamak

POL— .

[Belinja Tedak Terouga

Beasj el

Femgeliaan Pavdipasn

- Peviayatan (oian Faiek Bang

L —

Jowiah Astay) Banja an Fasgeairan Pemaiayaan per Bolin

Jurlah Aziasi eganja das Feagiuaras Fendinans po Triw'sn

33 s Jomian alciasi i g liesa N e i ea g
Esanja dan Fenge uaran Femiayans oo Tiaulae]
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3.2 Format Anggaran Kas SKPD

PROVINS)/ KABUPATEN KOTA..........
SKPD e
ANGGARAN KAS SkPD
TAHUN ANGGARAN..c...c
w L
Penbizvian
Jonkah Rencara Pencapaten dia/vau Fenerimgan
Perbizan ferBulan
Jurnlah Rencana Pendapatan dae/ansu Pener maan
Perbizyaan s Trwslan
Retapan Rencana Balaniz dan/aau Pengel e an
Peribiayaan e [PA-51P0
No. DPA-LPD fch degiatan
| .
A ah Reocana BeliniE dan/atzu Pengel sann | |
fembiagsn Bl ' ‘ ‘
fumlah Rancanz Balzna dan/atau Pengeluaran
| Pembiagan Pt Triwalin
Iy -
Disiapkan oleh,
Kepala kPO
X - .
R
£
Nama
| JE—

F. Surat Penyediaan Dana (SPD)
1. Ketentuan Umum

PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan

c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum
dalam DPA SKPD.

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada

PPKD untuk ditandatangani.

Beberapa ketentuan terkait dengan SPD adalah sebagai berikut:

a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD
atau unit SKPD setiap periodik.

b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat
melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang
bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang
menyelenggarakan fungsi SKPKD.
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C.

PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat

kondisi sebagai berikut:

1) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas; atau

2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak.

3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.

Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

Ketentuan Pelaksanaan

a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas
pemerintah daerah.

b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD
untuk disahkan.

c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala
SKPD.

Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen SPD sebagai berikut:
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3.1 Format SPD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN
PPKD SELAKU BUD

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belenjasub kegiatan tahun anggaran ....... berdasarkan
DPA SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan angzaran kasyang telsh ditetapkan, periu disiapkan

nendanaan densan menerhitkan Surat Penvediaan NDana (SPN-
Mengingat : 1. PeraturanDazersh................tentang penetapan APED/PAPBD Provinsi/Kabupaten/

Kota.......Tshun Anggaran..............;
2. Peraturan KepalaDaerah Nomor. ... Tahun....... tentang Penjzbaran APBD

Provinsi/Kabupatzn/Kota ........Tahun Anggaran..............)
3. DPA-SKPD/Perubzhan DPA-SKPD?®) Provinsi/Kabupaten/Kota....... Tahun oo

MEMUTUSKAN:
Berdasarkan Peraturan Daerah ProvinsifKabupaten/Kota............, Tangzal Bulan
Tehun........tentang Anggaran Pendapatan den BelanjaDaerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
veieee. Menetapkan/menyedigkan kredit anggaran sebazai be rikut:
1 DaserPenyediaan Dana:
DPA-SKPD/Perubzhan DPA-SKPD 5 o e ot S e s
2 Ditunjukan kepada SKPD i v

3 Kepala SKPD B s s asta ovusotion s e ik B o SRR FRLEY
4 Jumlzh Penyediazn Dana TR cisivaivos simaos oo s v v oo o e Mok ol

(Terbilang... J
5 Untuk Kebutuhan H: L5 OO - . (S

6 Ikhtisar Penyediaan Dana:
a. Jumizh Dana DPA-SKPD/ PETUBBNEN  tRPu i seens crvnis o sisses sreres sassss sas srssia sas

DPA-5KPD TR csinisieissisises svaoicd

b. Akumulasi SPDSebelumnya O e s s i o i
(1= 277101, T TSSO ORI

c. SisaDanayang belum diSPD-kan TR i s S e e
(Terbilong. sl

d. Jumlah Danayang di SPD-Kan 538t iNT SR s e sveses or srasee sasase sraren ses norses sen
(Terbilang. s s s |

e. Sisalumlah Dana DPA- |1 1 e e e O U PR
SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang [Terbilang. - )

helum diSPD-kan
Ketentuan-ketentuan lain

Ditetapkandi.............
PadaTangzal:.........

PPKD SELAKU BUD
2
B
Tembusan disompoikon kepods:

1. inspektur Nama
NIP: v e
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3.2 Lampiran Surat Penyediaan Dana

Lampiran : Surat Penyediaan Dana (SPD}

Nomor SPD e 1Y
Tanggal S S
SKPD R
Periode s S
Tahun Anggaran o i b i i
Nomor dan Tanggal DPA- A —
SKPD/Perubahan DPA-SKPD

Jumlah

Jumlah Pe nye diaan dana

[terblang.
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G. Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan

Ketentuan Umum

Penatausahaan pendapatan pada tahap penetapan, penerimaan
pendapatan, hingga penyetoran pendapatan, adalah sebagai berikut:

1.

a.

b.

Semua  Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan

penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan

pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut.

Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke

Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,

transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta

kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1

(satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.

Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau

nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat

tanda setoran (STS). Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD
menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat

berharga yang dalam penguasaannya:

1) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah
sulit  dijangkau  dengan  komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari dengan
ketentuan:

a) UPT dan pasar daerah di wilayah Kecamatan Purworejo, Kecamatan
Kutoarjo, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan
Bayan, Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, Kecamatan
Pituruh, Kecamatan Butuh, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan
Gebang dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak diterima.

b) UPT dan pasar dacrah di wilayah Kecamatan Loano, Kecamatan
Bener, Kecarnatan Kaligesing, Kecamatan Bagelen dan Kecamatan
Bruno dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima.

2) atas nama pribadi.

Terkait dengan penerimaan dan penyetoran pendapatan, peraturan Bupati ini
mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

d.

Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.
Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran
pendapatan daerah, dapat dibedakan:

1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati;
dan/atau

2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada
penetapan).

Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan

daerah, penatausahaan pendapatan daerah dilaksanakan sebagai

berikut:

1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh
Bupati, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai dengan
jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak
(tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti
penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
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3)

4)

5)

Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada dokumen/

bukti meliputi:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT);

g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);

i) Surat Tanda Setoran (STS);

j) Nota Kredit dari Bank;

k) Surat Perjanjian;

1) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan;

m) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau

n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam

melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan

secara tunai dan non tunai, dengan cara:

a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan
dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain
yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan
didokumentasikan dalam Register STS.

b) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai
dibuktikan  dengan  bukti notifikasi/nota kredit/media
elektronik lainnya.

Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah

setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media

elektronik lainnya.

Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan
wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan
SKPKD, sebagai berikut:

Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan
Pajak Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD yang
memiliki tugas dan wewenang

pengelolaan pajak

Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD yang

memiliki tugas dan wewenang
pengelolaan retribusi

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahl Bendahara Penerimaan SKPD yang
yang Dipisahkan melaksanakan fungsi BUD, kecuali:

1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

tetap  dikelola oleh  Bendahara

Ve Sak Penerimaan di SKPD terkait

Transfer Pemerintah Pusat 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD
Transfer Pemerintah Daerah terkait _

Hibah 3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana

kapitasi dan pendapatan lainnya yang

Dana Darurat dikelola oleh Bendahara Khusus.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Perundang- undangan

a0 2



2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Tahap Penetapan dan Penagihan
Bagian 1 — Penetapan Pendapatan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati atau

pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan

pendapatan daerah.

Penetapan pendapatan dapat berupa:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

c) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

e) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih

harus dibayar.

Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib pajak/wajib

retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada bendahara

penerimaan/bendahara penerimaan pembantu sebagai dasar

penagihan.

Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas

pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan

berdasarkan dokumen penetapan.

Bagian 2 — Penagihan

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara manual,
surat elektronik, notifikasi sistem secara digital dan/atau media
elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah penagihan piutang
sebagai berikut:

1)
2)

3)

5)

Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan

dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga.

Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal

yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan.

Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak

yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah

Daerah.

Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan
pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;

b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada
pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang
ditandatangani oleh pihak ketiga;

c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen
kepada Bendahara  Penerimaan/Bendahara ~ Penerimaan
Pembantu dan PPK-SKPD.

Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan
pendapatan kepada pihak ketiga;

b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan
Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat elektronik
penagihan pendapatan.
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6)

Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis
sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media
lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki
kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.

b. Tahap Penerimaan Pendapatan

1)

2)

3)

4)

5)

Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan sebagai berikut:

a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat
tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah
uang vang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada
dokumen penetapan.

c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan
Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak
ketiga.

Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai,

dilakukan sebagai berikut:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan
pendapatan.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:

(1) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;

(2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara
jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah
ditetapkan pada dokumen penetapan.

Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan/

Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai dianggap sah

setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

melakukan validasi.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang

telah melakukan pembayaran.

Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan

dengan cara:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas
penerimaan pendapatan SKPD; dan

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi sebagai berikut.

Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan

pendapatan yang diterima langsung RKUD.

Dalam hal penerimaan pemberitahuan /notifikasi tidak

diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan wajib

meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang
diterima langsung RKUD;

Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah uang

yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai

dianggap sah setelah Bendahara  Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu melakukan validasi.
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a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan
melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui
kanal pembayaran secara online yang disediakan oleh penyedia
jasa pembayaran (PJP) dari lembaga keuangan bank dan non
bank.

b) Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic
Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking,
mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri
(ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping, Electronic Data
Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan transaksi
berbasis elektronik lainnya.

c) Dalam  rangka  akuntabilitas penerimaan pendapatan,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan rekonsiliasi secara triwulanan dengan Bank.

c. Tahap Penyetoran Pendapatan

1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan
penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu
1 hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa
keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan
Bupati.

2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening
Bendahara  Penerimaan/Bendahara Penerimaan  Pembantu,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke rekening
RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara lain
sebagai berikut:
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SKPD...cccoieeee

SURAT TANDA SETORAN (STS)

No. 5T s s
Tanggal R
Bank S giages
No. Rekening TP I
Penerimaan tanggal e e

Harap diterima uang sebesar Rp . o v v (TR B BAZ e cts s i st vt s s it cr v o)
Dengan Rinclan Penerimaan sebagai berikut:

!UMU\H'
Mengetahui, Disiap kan oieh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan/ Bendahara
Anggaran Penerimaan Pembantu
=l 3
= A
2] a
Nama MNama

NIP: e s NIP: s vvainas
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3.2 Register STS

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA wuw
EKPDciirin
TAHUN ANGGARAN .coveas ;

REGISTER 5T5

Periada:! ..u e

Disetujui oleh,
Pengsuna Anggaran/ Kuasa
Pengzuna Anggaran

5

A

Ll
Nama

/]| SFES—
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H. Pembukuan Bendahara Penerimaan

1.

Ketentuan Umum
Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan pengendalian atas
penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang menjadi
kewenangannya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:
a. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah

menggunakan buku-buku sebagai berikut:

1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

2) Register STS

3) Buku Kas Umum

4) Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan

menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai  dasar

pencatatan, antara lain:

1) Tanda Bukti Penerimaan

2) Surat Tanda Setoran

3) Nota Kredit Bank

4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di
atas

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur,

antara lain:

1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai

2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening
bendahara penerimaan

3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum
Daerah

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Pembukuan atas Penerimaan Tunai

1) Bendahara  Penecrimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan
Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.

2) Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan Pembantu
mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada
Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran.

3) Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non

Tunai

1) Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
mencatat penerimaan di rekening Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai berdasarkan
bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan
lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di
sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.

2) Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu

mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai
(pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
pengeluaran.

£
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3) Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD

1) Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan
(nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah
divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan dan di
sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan.

2) Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara penerimaan antara lain
sebagai berikut:
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3.1 Buku Kas Umum

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ......
SKPD.vree
TAKUN ANGGARAN.. e

BUKU KAS UMUNM
Periode! v
: : Kode S B
Mo, | Tangzal | No. Bukti Uralan Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Rekanlnz

| Saldo Kas di Bendahara Penerimzan/Bendahara Penerimazn Pembanty

R

-

terdin dari;

= Tun= Rp "
i e
Disetujuicleh, Disiapkanoleh,

Penzzuna Anzzaran/
Kuzza Pengzuna

BLa|
a'!
7!

lfama
NIP: s
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3.3 Buku Pembantu Bank

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
| SKPDooenoceee
- TAHUN ANGGARAN...ovivven

BUKU PEMBANTU KAS TUMNAI
Periode: vmimemmese

Disetujui aleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendshara Penarimaan/
Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan

3 s
a m L]

Mama Nama
/1] H— ] | S

* PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SR P D vsarssvners

Pericde:

i
BUKU PEMBANTU BANK I
!
|

Disetujuioleh, Disiapkan oleh, |
Pengguna Anggaran/ Beandahara Penerimaan/ ;
Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan i

= =

CFe b

] jat,

MNama Mama
NS i
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I. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

|

Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung

jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 139 ayat

(2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019, laporan

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara
administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

c. Laporan  pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara  Penerimaan
merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan
Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut
dilampiri dengan:

1) BKU

2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

3) Register STS

4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

d. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi
dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu kepada PPKD selaku BUD sectelah mendapat persetujuan
dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

e. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD
sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran
pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:

1) Meneliti  transaksi  penerimaan  beserta  tanda  bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait

3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

f. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada
Pengguna Anggaran.
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2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bagian 1 — Bendahara Penerimaan Pembantu

b.

1)
2)
3)

4)

Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan
penutupan BKU.

Bendahara = Penerimaan Pembantu menyusun Laporan
Penerimaan dan Penyetoran.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan
bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan
Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan
bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara
Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

Bagian 2 — Bendahara Penerimaan

1)
2)
3)

4)

O

6)

Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan
penutupan BKU.

Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan
Penyetoran.

Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti
penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.

Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang
dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
kebenaran  pertanggungjawaban yang  disampaikan  oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam
proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan yang merupakan gabungan dengan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.

Tahap Penyampaian LPJ Administratif

1)

2)

3)

4)

Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan Pertanggung-
jawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.
LPJ tersebut dilampiri dengan:

a) BKU

b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

¢) Register STS

d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda  bukti
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya

Jika  PPK-SKPD menemukan  Kketidaksesuaian dan/atau

ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada

Bendahara Penerimaan.

Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan

lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan

menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ

Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.
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5) Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ
Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.
¢. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional
1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan
(approval), menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD
2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi
penerimaan.
3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan
antara lain sebagai berikut:

3.1 LPJ Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGIJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

SKPD
PERIODE
A. Penerimaan RP: icidaranamns

1. Tunai melalui bendahara penerimaan. 5] P T

2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu 21 o FER——

3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan Rp.csneiminisiiaa

4. Melalui ke rekening kas umumdaerah 21« TR
B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) R cisscassnssina
C. Jumlah penyetoran B sssivensisanin
D. Saldo KasdiBendahara B i

1. BendaharaPenerimaan 2 T

2. BendaharaPenerimaanPembantu ... 31« FR

3. BendaharaPenerimaanPembantu ...... RP: cosssisanivis

4. dst...... R, ccieeonnnises

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu
"
& 3
) A
5] &
Nama Nama
NIP: v NIP: wviceee
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3.2 Laporan Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
SKPD...ominns
TAHUN ANGGARAN...ce

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN
Pedoda: wom mowo

Jumizh Penerimaan:
Tunai
Mon Tunairek SKPD

RKUD
TAL

Jumlah Penyetoranm
Tunai

Trnsfer

TOTAL

Saldo Kas di Bend Penarnmazant

Tunai: Rp
Hank : Rp
Disetujui cleh, Disiapkanalah,
Pengguna Anggaranj Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan/
Anggaran Bendahara Panerimsan
gromm—
B
=
E -
Nama Mama
4 112 po— HIPS v e
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J. Rekonsiliasi Penerimaan

i3

Ketentuan Umum
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD

melakukan  verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi
penerimaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:

1) Kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan

2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan

3) analisis capaian realisasi penerimaan

b. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban,
PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik
yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.

c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Pelaksanaan

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD

memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah

sesuai ketentuan, yaitu:

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi
RKUD.

b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi
pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan
menampilkan data setiap bulan.

e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi
penerimaan.

Dokumen Terkait

Iustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai berikut:
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3.1 Rekonsiliasi Penerimaan

f

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
REKOCNSILIASI PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN ......cooenna

Pendapatan Daerah berdasarkan LP] Bendahara Penerimaan Rp.

Transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak
tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu
st g i Rp. !
¢.Dst Rp.
Total Rp.
Error/Kesalahan Pencatatan Penerimaan
Al Rp.
¢. Dst Rp.
Total Rp.

K. Penatausahaan Pembayaran Atas Kelebihan Pendapatan

1. Ketentuan Umum

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi
daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar
(SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan
daerah. Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah
sebagai berikut:

a.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun

sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:

1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan

2) objek penerimaan daerah yang sama.

Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

2) rekomendasi APIP;

3) rekomendasi BPK-RI;

4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak
ada upaya hukum lainnya; dan/atau
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5) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses

verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:

1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.

2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:

1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau

2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan
yang sudah disampaikan.

Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil

verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus

didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB),

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau

dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak

daerah dan retribusi daerah.

Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau

dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak

daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan

pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak

daerah/retribusi daerah kepada BUD.

Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan

pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat

Perintah  Pembayaran (SP2) wuntuk pengembalian kelebihan

penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.

Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

d.

b.

Tahap Penerbitan SKLB

1) Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas
penerima-an pendapatan daerah.

2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi
atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan
daerah.

3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.

4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan

pendapatan daerah

Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan

Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan

Penerimaan Daerah:

1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun
tahun sebelumnya

2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama
Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada
rekening penerimaan yang bersangkutan.

Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD

akan memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan

pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja
tidak terduga.
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c. Tahap Penyesuaian Pencatatan

1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama,
Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan
terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan
daerah.

2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya,
Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan  penyesuaian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT.

L. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja
1. Ketentuan Umum
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar,
yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota
yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan
belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dalam Peraturan Bupati ini,
pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran
keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
melaksanakan pembayaran setelah:

1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh
PA /KPA beserta bukti transaksinya;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
dokumen pembayaran; dan

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib
menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan
tidak dipenuhi.

f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.

g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai
wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit
SKPD.
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b. Dalam proses belanja menggunakan e, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan
pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.

c. Pembayaran belanja secara sckaligus kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.

d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja,
PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui
transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran
belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening
PPTK.

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan
uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar
1) Pengajuan Uang Panjar

a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan
rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.

b) PPTK menyiapkan NPD.

c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persetujuan.

d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
PPTK.

2) Pelaksanaan Belanja

a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan
belanja sebagal pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya.
Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat
keabsahan belanja secara materiil.

b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau
pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun
rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri
dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai
bahan pertanggungjawaban belanja.

c¢) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan,
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan
pembayaran tersebut secara nontunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke
rekening PPTK.
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d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kelebihan wuang panjar, PPTK melakukan pengembalian
kelebihan uang panjar secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara
Pengeluaran.

b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang
dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak
penyedia barang/jasa.

2) Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan
bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara
materiil.

3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD.

4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persetujuan.

5) PA/KPA  memberikan  persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja
disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi.

7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang
sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai.

8) Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan
dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu ke rekening pihak penyedia barang/jasa.

c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran.

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan.

c) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan
atas pencatatan/pendaftaran BMD.

d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam bukti transaksi.

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi,
Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan
perbaikan atau penyempurnaan.

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ
Penggunaan UP.

3. Dokumen Terkait
I[lustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara lain
sebagai berikut:
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3.1 Nota Pencairan Dana

Tahun ANgEaran  : .......ccce.

Rindan Bel_an_'_ §

_No ening |

SHRPD . iaiania
NOTA PENCAIRAN DANA {NFD)
[ v FE—————— Tanggal: cconniens
Jenis NPD : O Panjar O Tanpa Panjar
PPTK - BTN
Program . R -
Kegiatan s e
Sub Kegiatan Pesempianey
No.DPA 5 cssssnemtrensrnas

Jumlah

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

!
)
0]

Nama
NIP:..........

Disiapkan oleh,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
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M. Penetapan Besaran Uang Persediaan

1.

Ketentuan Umum

Penetapan besaran Uang Persediaan (sclanjutnya disebut UP) merupakan

kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam

keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran UP vyang
dilakukan oleh BUD. Beberapa ketentuan umum terkait penetapan
besaran UP untuk setiap SKPD adalah sebagai berikut:

a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak
menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan
besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran
anggaran belanja yang akan menggunakan LS.

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari
keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

Ketentuan Pelaksanaan

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Alternatif 1: Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP

a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan
penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal,
belanja tak terduga, dan belanja transfer.

b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan
UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan
DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.

c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ
UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman
tahun-tahun sebelumnya.

d. Menentukan besaran UP dengan rumus:

Rencana pembayaran belanja menggunakan uang persediaan
Proyeksi frekuensi pengajuan LP] UP dalam setahun

Besaran UP =

Alternatif 2: Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu

anggaran SKPD.

a. Menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran yang
dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan dalam contoh di bawah ini
(angka hanya sebagai ilustrasi):

1) maksimal Rp 50.000.000,- untuk Pagu DPA SKPD sampai
dengan Rp 500.000.000,-.

2) maksimal Rp 75.000.000,- untuk Pagu DPA SKPD diatas
Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,-.

3) Maksimal Rp 100.000.000,- untuk Pagu DPA SKPD diatas
Rp 1.000.000.000,-.

N. Proses Pelimpahan Uang Persediaan

1

Ketentuan Umum

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan
UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk
Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk
memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang
dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Pelimpahan UP digunakan
untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. Proses pelimpahan UP ini
muncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa Bendahara
Pengeluaran  Pembantu hanya  berwenang untuk mengajukan
permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.

" yA



Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai

berikut:

a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD
dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).

b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit
SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat
keputusan PA tentang besaran peclimpahan UP kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran.

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan
besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
serta waktu pelaksanaan kegiatan.

e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-
buku terkait.

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai
dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan
secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan
usulan dari Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan
pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna
Anggaran.

c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku
terkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan

pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar

pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi.

0. Permintaan Pembayaran

1.

Ketentuan Umum

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh

Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai proses

pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan pembayaran memuat

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 142 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan

dengan SPD.



1.

Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD
dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui
PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran
anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran
pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SPD.

SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP TU dan SPP
LS.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP
UP diajukan dengan melampirkan keputusan Bupati tentang besaran
UP.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP
GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan
UP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP
UP/GU.

Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal sisa
TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke
Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan
daftar rincian rencana penggunaan dana.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:

1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah
ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk pembayaran:

1) gaji dan tunjangan;

2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang

dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara  Pengeluaran

Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya

kepada KPA.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang

dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya

tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan
UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
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b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali
dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan
pertimbangan:

1) ketersediaan kas di RKUD;
2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS;
3) besaran anggaran SKPD.

c. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Bupati tentang besaran
UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran bahwa uang
persediaan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah
diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran
UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-GU;

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub
rincian objek; dan

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.

e. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait
lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran/

bendahara  pengeluaran  pembantu. Pengajuan  permintaan
pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP TU yang terdiri
atas:

1) Ringkasan SPP-TU;
2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub
rincian objek.

f. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari
RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran
gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan
pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke
penerima (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantu).

g. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran
antara lain:

1) hibah berupa uang;

2) bantuan sosial berupa uang;

3) bantuan keuangan;

4) subsidi;

5) bagi hasil;

6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan
yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;

7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

h. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan
sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini
didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-LS;
2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan
sub rincian objek.

i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing untuk
pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP

1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan
besaran UP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran
UP tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
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b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU

1)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui

PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan Pertanggung-

jawaban UP.

Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan

oleh Bendahara Pengeluaran.

SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit

60% (enam puluh persen) atau batasan tertentu sesuai dengan

kebijakan daerah masing-masing.

Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang

disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:

a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang
lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.

b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP-
G,

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1)

Pengajuan Permintaan Belanja TU:

a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan
didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD,
untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut
memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU,
yaitu:

(1) Kegiatan yang bersifat mendesak;
(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.

b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU
sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang
didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU.
PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan
persetujuan.

c) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar
Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.

d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian
Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan
permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar
pengajuan permintaan pembayaran TU.

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen
yang mendasarinya;

c¢) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam
SPP-TU;

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.
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d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan

a)

PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan
sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji
dan Tunjangan.

b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

d)

(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh
pejabat sesuai kewenangan,;

(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai
yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi:
(a) gaji induk;

(b) gaji susulan;

(c) kekurangan gaji;

(d) gaji terusan;

(e) SK CPNS;

(f) SK PNS;

(g) SK kenaikan pangkat;

(h) SK jabatan;

(i) kenaikan gaji berkala;

(j) surat pernyataan pelantikan;

(k) surat pernyataan melaksanakan tugas;

(1) daftar keluarga (KP4);

(m)fotokopi surat nikah;

(n) fotokopi akte kelahiran;

(o) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)
gaji;

(p) surat keterangan masih seckolah/kuliah;

(q) surat pindah; dan

(r) surat kematian;

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan

peruntukannya.

Berdasarkan rekapitulasi daltar gaji dan tunjangan dan

dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi

rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara
lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa
anggaran,;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah
disediakan;

(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

Berdasarkan  hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan

Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan

Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA

melalui PPK-SKPD.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan
Jasa

a)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu
kepada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen
pengadaan yang dimaksud antara lain:

(1) dokumen kontrak;
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3)

(2) berita acara pemeriksaan;

(3) berita acara kemajuan pekerjaan;

(4) berita acara penyelesaian pekerjaan;

(5) berita acara serah terima barang dan jasa;

(6) berita acara pembayaran;

(7) surat jaminan bank;

(8) surat referensi/keterangan bank;

(9) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank
RKUD;

(10)surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan
untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai
dengan berakhir masa kontrak;

(11)dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak- kontrak
yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari
penerusan pinjaman/hibah luar negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan

kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan

jasa yang dilakukan.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa

dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan
diajukan telah disediakan;

(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak
melebihi sisa anggaran;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas
tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST),
dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan

permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa yang

didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

mengajukan  persetujuan permintaan pembayaran LS

Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui

PPK-SKPD /PPK-unit SKPD.

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga
Lainnya

a)

b)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu
kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.
Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung
berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung
lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga
lainnya sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA wuntuk memastikan bahwa
pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan
diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

- £



(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
akan diajukan telah disediakan;

(3) Meneliti  kelengkapan  dan  validitas  perhitungan
berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen
pendukung lainnya.

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS
kepada Pihak Ketiga lainnya yang didokumentasikan dalam
SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.

e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak
ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD.

3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut:
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a. SPP-UP

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJHO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

MOMIBI T cnrvomeviss s o iy s
Uang Persediaan
SPP-UP
1. Nama SKPD G I T———————
2. Nama Pengguna Anggaran 3] seseesresseemssssaserssssa
3. Nama Bendahara Pengeluaran B ssesemmemeiinsresta sk
4, NPWP Bendahara Pengeluaran
| 5. Nama Bank Sl R G e
6. Nomor Rekening Bank 2 T
7. Untuk Keperluan Bl e R
8. Dasar Pengeluaran : |SPD.......... Nomor:...... tangpal e
Sebesar: Rp
[EEEONNE ovammnrennsensmmndinissenbissiimmmmmsiis )
No [Uraian
I ]
I |

I |SPD

Tanppal ¢ oo ({6)11(s) o R—— Rp

PEREEAL S smsvivasivsanvsiig BOMOE o Rp

R 1 R Rp
II |SP2D Sebelumnya

Tanggal i vonmnimsnini Nomor: ...............  |Rp.

Tamgaal | s OO &g Rp.

B8k S csinnniagaaniin IOSE. s Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar
kelengkapan dokumen SPP ini.

s RONEPAL i
Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran /PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

59 Z



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Nomor : ...

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/SubKegiatan 1

I PO e B e B o b o b s.44

2. X300 XK L XRK

3. |dst

Nama Kegiatan/SubKegiatan 2

4, |X300XE XXX

.............................

D, [X.00XK X XK 0

PR GH 0.0 55004

p 80848 0.8 489,04

oo| = o

dst

Nama Kegiatan/SubKegiatan 3

0, XXX, 30K XXX 0

10, |dst

Terbilang : ## iivivanins rupiah##

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)

TOTAL vovvssaens

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
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b. SPP-GU

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOITIOT & oot a s
Ganti Uang Persediaan
SPP-GU
L NammBEPD @000 B ssieemrsesbessssissmmate ke
2. Nama Pengguna Anggaran [} | ceieereerseeeisieeieannen
3. Nama Bendahara Pengeluaran =~ I | i e sena
4, NPWP Bendahara Pengeluaran = |1 | ccoiiiiiiniinicisneenaesanan
5 NamaBaile =000 EE it G
6. Nomor Rekening Bank 1] e
T T e ———
8. Dasar Pengeluaran SPD.......... Nomor: .......... tanggal .............
Sebesar: B commssimemminaion
(Terbilang
No Uraian
i I
| |

I |SPD

TanBEals v semmsenissampormrsns Nomor: ......ooveeennen Rp.

Tangal 1 cassnsneswssen NOMOL sooiwunscusasninn Rp.

DIBE & covisimviusvsnssiaasaniss Dt o Rp.
II |SP2D Sebelumnya

Tanpeal ; wonuvisssmsin i {2113 {5 o R, Rp.

Tanggal @ ....oovvinriiecrc PIOE! ccrnmmnneismanevin Rp.

FIBEE canvmnassamssui 51 [SRURPRIRPURRRIR | - §

kelengkapan dokumen SPP ini.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran /PPK-SKPD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Nomor : ...

............................

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1, XX o o Xy

2, XXX X000 KKK

3. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4, XXX XXX XK. XX

XXX XX KX XXERX

_CJ'I

h.O.4H09:0.0:0.6.9.9.4

.99 60.0.60.0.8.9.8.9.4.4

dst

o X

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9, XXX XK XX XK.XXX

10. |dst

Terbilang : ## cwvevevisevserses rupiah##

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
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c. SPP-TU

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

JAUo} 85 1) ol

................

Tambahan Uang Persediaan

SPP-TU

. Nama SKPD/Unit Kerja

..........................................

. Kode dan Nama Sub Kegiatan

. Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

. Nama PPTK

. NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara

. Nama Bank

..........................................

. Nomor Rekening Bank

Untuk Keperluan

..........................................

1
2
3
4
5. Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara
6
i
8
9
1

0. Dasar Pengeluaran SPD...... Nomor:...... tangeal .........
Sehesar: BP oo wammsinivigss
[TETBIARG osavvisvivisinsnmmsievininis )
No Uraian
1 1
1 1
I |SPD
Panppal § ssonssnsersesassuees NOIROEY: e Rp.
TANFEAL £ coninummraastisen OO wesssnnvasnons Rp.
| 12 e O R S D8ty Rp.
II |[SP2D Sebelumnya
TERERAL 3 soscismissrsmnimrminiiie NOmMOTL oo s Rp.
TAREAL 1 v NOHIO: v cnvosvanas Rp.
I T T — T o Rp.

pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(tanda tangan)
(nama lengkap)

NIP.

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK

Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran /PPTK
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PEMERINTAH EABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
NBVEBES sompsnmmsmors i
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1, |00 XXX XX XX

2. XXX KKK XK XXX

3. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

=

X000 XKLL XX

XXX XXX XXX

............................

p O D 0H 6. 8.4.9.9.4.4

EREH.000.8.9.9.0,4.4

o| N| o o

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9, XXX XX XX.XX. XXX

10. |dst
TOT% LR RN R LY
Tarbilang D% ccoovmessssnnnon rupiahitit
Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/

Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)
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d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

i\ [0)5510) ol

..................

Langsung Gaji dan Tunjangan

SPP-LS

. Nama SKPD/Unit Kerja

. Kode dan Nama Sub Kegiatan

. Nama Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

. Nama PPTK

. NPWP Bendahara Pengeluaran

. Nama Bank

1
2
3
4
5. Nama Bendahara Pengeluaran
6
7.
8

. Nomor Rekening Bank

9. Untuk Keperluan

10. Dasar Pengeluaran SPD .... Nomor: .... tanggal .........
Sebesar: Rp cesuismmeresiss
(T DI 1o coninamerssinsmsimmnnsansaneine)
No Uraian
I I
1 |
I |SPD
PABIal | convumminmrsvisisass MOBIEEE cssmmminmans Rp.
EE L= ST, NOMGL: covamemvsee: [P

Batl cvnenmmmsya Rp.

II |SP2D Sebelumnya

Tanpgal | i Nomor: vesses Rp.
TABERAL L wwismsinmsnsivissies NOOP woicssssssvines Rp.
DBE} cscsseipintianig L Rp.

daftar kelengkapan dokumen SPPini.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran /PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran /PPTK
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN

Nomor : ....

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No [Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. XXX XXX XKX

PREDB 0. 0.0 0.0.0.95.0.9.4

3. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

P:9.0.95.0.%.9.8.0,.6.5 4

0.9 5. 5. $.05.0.8.6.9.4

XXX XX XX XREXK

. 9.0.9.0.95.0.95.0,8.9.9,4

o S U ML - o

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9, |X.XX.XX.XX.XX.XXX

............................

10.|dst

Terbilang : ## .......ccc....... rupiahi##

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)

TOTAL FRRRRRRRRRARRRRI RS

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
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e. SPP-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH KEABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
|11 e 5 0105 SRR S VO S e Y=

Langsung Barang dan Jasa

SPP-LS
1. Nama SKPD/Unit Kerja A T
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan | [ T
3. Nama Pengguna Anggaran/KuasaPengguna S I
4. Nama PPTK 2 O,
5. Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara -2 RSP
6. NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara P T
7. NamaBank A LU RS
8. Nomor Rekening Bank 2] emmesmrmesssensmsmansmamsenrtn AN AR ETS
9. Untuk Keperluan o I T
10. Dasar Pengeluaran 2 IBPD s NOmOLS . oiivinss tanggal .......
Sebesar: Rp
(FerBildng - wsvsvmsmminesssonvessmmvasne )
No Uraian
i 1

I |SPD

AR 8 coienmupmsmemsnmmmns NOmOTr: ...oevvvviernne Rp

TRABERL & civissivssiesnnssmanooniisass TR csmvminmns Rp

DL ¢ i s ) DSt cauasmvaananias Rp
II |SP2D Sebelumnya

TENERAL S vvmssimasmssssss NDEIOTY csimvessnons Rp.

Tatgal 2 evnwmovaamiaviin NOMOT? iovsossmssanss Rp.

Dst s conmmsminiimn - Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar
kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.

Lembar Asli: Untuk Pengguna Anggaran /PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-L'S) BARANG DAN JASA

Nomeor : ....

Tahun ABpgaran e

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/SubKegiatan 1

1. X308 X00 XX XX XRXK

.............................

2. XXX XK.KXXXXKXX

.............................

3. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

5 +.8.0.80.6.8 0.6 5.4

............................

5. 9.95.0,85.9.95.9.45.0.0.4

BB 0. 0.8.0.85.0.05.0.9.4

.............................

B $.0.6.0.8.0.9.9.65.0.9.4

Ll N & Al e

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9, [X.50 XK XX KX XXX

.............................

10.|dst

Terbilang : ## ................. rupiahitit

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

(Nama Lengkap)
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f. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
1 P70 215 1 oo O R P SO

Langsung Pihak Ketiga Lainnya

SPP-LS
1. Nama SKPD/Unit Kerja ¥ essssssssspsessvevisseissesveiies
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan = | (O S
3. Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 2
4. Nama PPTK 2 s SR
5. Nama Bendahara Pengeluaran i
6. NPWP BendaharaPengeluaran S T,
7. Nama Bank T T o S Ry e R SN
8. Nomor Rekening Bank A e
9. Untuk Keperluan Gl s R
10. Dasar Pengeluaran 3 [SPD 0o NOHIOES wovswwss 1AMERAL visvivivs
Sebesar 13 s HRR = SRR DRI
[Terbllang  voisinisaimiaisiimmin )
No[Uraian
| 1
| |

I |SPD

§=127- | K ———— NOMIOL: wccercmmernsnns Rp.

TEMIALT ssmesmumnssranvimssemvss NOMOT: .vvvvvevanennn. Rp.

DL sssnnssssrsanssssninsdss sttt sommasagimmanan Rp.
II [SP2D Sebelumnya

Tanggal : .o NOmor: wowwawsa  |[Ri

Tarppal: suvaemaisswiansis NOMOL: s Rp.

I Ty — 151 S O — Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar
kelengkapan dokumen SPP ini.

......... tanggal.........
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran/
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran /PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA LAINNYA

Nomor : ....

...........................

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. [ 300 . XKL XKL XXX

2. | X300 XL XX XXX

3. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

o

F 9 68568 6.8 6.80.5.5.4

XXX XX XX XX XXX

.............................

E95.5.95.9.95.0.45.6.45.0.9.4

P49 6. 95.0.89.0.85.9.4.9.5. 4

o] I Al B

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

0. |x.XX.XX.XXXX.XXX

.............................

10.|dst

Terbilang : #6 s rupiahi##

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
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g. Format Kwitansi Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN
PURWOREIO

tic kas

Tahun

Sudzh tenma dan @ Pemenintah Kabupaten Furworeg)o,
Llang sebesar : Rp.
Terbilang

Buat membayar

Aerguna buat | ¢
Frogram 3y

Keglatan

Sub Kegiaten

Setuyu dibayar/Mengetahu
AN, Kepalt ovinainies

Bend. Pang. Pembantu
Faf Kuasa Pangguna Anggaran,

[} 8 hEP,

Kode Prog
Kode Rek.

coveens Kabupaten Purworejo

Model : 28/PD Lbr.
heterangan.;
Bruwo & Rp
FF Rp A
1 202 F*h :Rp .00
peatte . Rp 0,00
Benduhara Pengeluaran

wernenennns KaD Purworejo

seamsssseres

HIF,

Mengetahur
PETR,

r’»"l_m-.u.‘;re]a,
Tanda TANGEN yang menerima
terampir
Yang menserima :
Barang yanq talah dibeli /

Pekerjaan yang telah selesai
dikerjskan oleh pemborang

{ Pemagang Inventans /
Penyelenggara }

71




4. Kelengkapan Bukti Pengeluaran Yang Sah Atas Pengeluaran Setiap
Rincian Objek Belanja

URAIAN OBYEK

NO BELANJA KELENGKAPAN/LAMPIRAN KETERANGAN
1: Honorarium
a Honorarium a. SK - Ditandatangani
Organisasi Bupati/Pengguna
Pengadaan Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (sesuai batas
kewenangan)
b. Laporan Hasil Kerja - Ditandatangai oleh masing-
Organisasi Pengadaan. masing Organisasi Pengadaan
c. Kuitansi Dinas.
d. Daftar Penerimaan Uang. - Diketahui Bendahara dan
PPTK
e. Bukti Setoran Pajak/E- -
Billing.
b. Honorarium Tim a. SKTim. - Ditandatangani
Pelaksana Keiatan/ Bupati/Sekretaris Daerah
Penyusun Dokumen (sesuai batas kewenangan.
Daerah
b. Undangan Sidang. - Ditandatangani
Bupati/Sekretaris
Daerah/Pengguna Anggaran
(sesuai batas kewenangan)
c. Daftar Hadir. - Diketahui PPTK
d. Notula Sidang. - Diketahui Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran /PPTK,
Ditandatangani oleh Pimpinan
Rapat
e. Kuitansi Dinas.
f. Daftar Penerimaan Uang. - Diketahui Bendahara dan
PPTK
g. Bukti Setoran Pajak/E-
Billing.
2. Jasa Tenaga Kontrak | a. FC. Perjanjian Tenaga - Ditandatangani Pengguna
Kontrak dan Surat Tugas. Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran.
b. Daftar Hadir. - Diketahui Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
c. Laporan Hasil Pekerjaan - Diketahui Pengguna
/Kertas Kerja. Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
d. Kuitansi Dinas.
e. Daftar/Tanda Penerimaan - Diketahui Bendahara dan
Uang. PPTK
f.  Bukti Setoran Pajak/E- - Bagi penghasilan kena pajak
Billing.
3. Jasa Narasumber a. Surat Permohonan - Ditandatangani Pengguna
Narasumber. Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
b. Daftar Hadir. - Diketahui Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran /PPTK
c. Materi.
d. Kuitansi Dinas.
e. Daftar Penerima Uang. - Diketahui Bendahara dan PPTK
f.  Bukti Setoran Pajak/E-
Billing.
4. Uang Saku Piket dan | a. Surat Keputusan Tentang - Ditandatangani Pengguna
Transport Petugas Piket/Pengawalan. Anggaran/Kuasa Pengguna
Pengawalan Anggaran
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URAIAN OBYEK

NO BELANJA KELENGKAPAN/LAMPIRAN KETERANGAN
b. Jadwal Piket/Pengawalan. - Ditandatangani Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
c. Surat Tugas. - Ditandatangani Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
d. Kuitansi Dinas.
e. Daftar Penerima Uang. - Diketahui Bendahara dan
PPTK
£ Bukti Setoran Pajak/E-
Billing.
5. Belanja Barang
a. Pagu Nilai a. Bukti Pembelian. - Nota/Kuitansi dengan paraf
Rp 0 s/d < 50 juta penerima.
b. Kuitansi Dinas.
c. Bukti Setoran Pajak/E- - PPN dan PPh untuk pembeliaan
Billing. diatas Rp 2.000.000,00
- Belanja Makanan dan
Minuman Rapat ditambah :
Surat Undangan, Daftar Hadir
dan Notula
- Belanja Makanan dan
Minuman Tamu ditambah :
Daftar Hadir dan Notula
b. Pagu Nilai a. Surat Perintah Kerja (SPK). - Antara Penyedia dengan PPKom
2 50 juta s.d <
200 juta b. Bukti Pembelian. - Kuitansi dengan paraf PPKom
c. Surat pemberitahuan - Apabila pekerjaan mengalami
potongan denda keterlambatan
keterlambatan pekerjaan
dari PPTK/PPK.
d. Kuitansi Dinas.
e. Bukti Setoran Pajak/e- - PPN dan PPh untuk pembelian
Billing. diatas Rp2.000.000,00
o Pagu nilai = 200 a. Surat Perjanjian/Kontrak. - Antara Penyedia dengan
Juta PPKom
b. Surat Perintah Pengiriman. - Dari PPKom kepada. Penyedia
Barang
c. Bukti Pengiriman Barang. - Penyedia Barang
d. Surat pemberitahuan - Apabila pekerjaan mengalami
potongan denda keterlambatan
keterlambatan pekerjaan
dari PPTK/PPK.
e. Foto/buku/dokumentasi - Penyedia Barang
tingkat kemajuan/
penyelesaian pekerjaan.
f. Berita Acara Serah Terima - Penyedia barang ke PPKom,
Hasil Pekerjaan. dan
- PPkom ke PA/KPA
g. Berita Acara Penerimaan - Dari PA/KPA ke Penyimpan
Barang. Barang.
h. Berita Acara Pembayaran.
i. Kuitansi Dinas.
j. Bukti Setoran Pajak/E- - PPN dan PPh untuk pembelian
Billing. diatas Rp2.000.000,00
6. Pengadaan Jasa
Konsultansi/Jasa
Lainnya
a. Pagu Nilai Rp 0 juta | a. Surat Perintah Kerja (SPK). - Antara Penyedia Jasa dengan
s/d < 100 juta PPKom.
b. Surat pemberitahuan - Apabila pekerjaan mengalami

potongan denda
keterlambatan pekerjaan
dari PPTK/PPKom.

keterlambatan.
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NO

URAIAN OBYEK
BELANJA

KELENGKAPAN/LAMPIRAN

KETERANGAN

Foto/buku/dokumentasi
tingkat
kemajuan/penyelesaian
pekerjaan.

Khusus untuk pekerjaan
konsultan yang perhitungan
harganya menggunakan
biaya personil (billing rate),
berita acara prestasi
kemajuan pekerjaan
dilampiri dengan bukti
kehadiran dari tenaga
konsultan sesuai
pentahapan waktu pekerjaan
dan bukti
penyewaan/pembelian alat
penunjang serta bukti
pengeluaran lainnya
berdasarkan rincian dalam
surat penawaran.

Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan.

Kuitansi Dinas.

Bukti Setoran Pajak/E-
Billing.

Invoice.

- Penyedia Jasa

- Penyedia Jasa

- Dari Penyedia Jasa kepada
PPKom selanjutnya
diserangkan ke PA/KPA.

- PPN dan PPh untuk pembelian
diatas Rp2.000.000,00

Pagu nilai = 100
Juta

=

5 (R

plr @

Surat Perjanjian/Kontrak.

Surat Perintah
Melaksanakan Kerja (SPMK).
Surat pemberitahuan
potongan denda
keterlambatan pekerjaan
dari PPTK/PPKom.
Foto/buku/dokumentasi
tingkat kemajuan/
penyelesaian pekerjaan.
Khusus untuk pekerjaan
konsultan yang perhitungan
harganya menggunakan
biaya personil (billing rate),
berita acara prestasi
kemajuan pekerjaan
dilampiri dengan bukti
kehadiran dari tenaga
konsultan sesuai
pentahapan waktu pekerjaan
dan bukti
penyewaan/pembelian alat
penunjang serta bukti
pengeluaran lainnya
berdasarkan rincian dalam
surat penawaran.

Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan.

Kuitansi Dinas.

Bukti Setoran Pajak/E-
Billing.

Invoice.

- Antara Penyedia Jasa dengan
PPKom

- Antara Penyedia Jasa dengan
PFPKom

- Apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan

- Penyedia jasa

- Penyedia Jasa

- Dari Penyedia Jasa kepada
PPKom selanjutnya diserahkan
ke PA/KPA.

- PPN dan PPh untuk pembelian
diatas Rp2.000.000,00
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URAIAN OBYEK

NO BELANJA KELENGKAPAN/LAMPIRAN KETERANGAN
73 Belanja a. SPK/Perjanjian Kontrak - Antara Penyedia Jasa dengan
Barang/Jasa yang Kerja PPKom.
diserahkan kepada
masyarakat b. Berita Acara Serah Terima - Dari Penyedia Barang/Jasa
Hasil Pekerjaan. kepada PPKom selanjutnya
Untuk Belanja diserahkan ke PA/KPA.
Hibah/bansos c. NPHD (Naskah Perjanjian - Untuk Belanja Hibah
berupa Uang belum Hibah Daerah).
diatur d. SK Bupati Penerima
Hibah/Bansos.
e. SK Bupati tentang - Apabila dilimpahkan
Pelimpahan Wewenang.

f.  Kuitansi Dinas.

g. Bukti Pembelian. - PPKom dalam bentuk paraf

pada nota

h. Bukti Setoran Pajak/E- - PPN dan PPh untuk pembelian

Billing. diatas Rp2.000.000,00
8. Belanja Pengiriman a. Undangan/Surat Penawaran. | - Dari Pihak Penyelenggara
Kursus, Pelatihan, b. Surat Tugas dan SPPD. - Ditandatangai Pengguna
Sosialisasi dan Anggaran
Bintek c. Tanda Terima Uang/Bukti
Pembayaran.
d. Laporan. - Ditandatangani yang
melaksanakan tugas
9. Belanja Beasiswa a. FC SK Penetapan Penerima | - Ditandatangani Bupati
Pendidikan PNS Beasiswa
b. FC. Surat Ijin Belajar - Ditandatangani Bupati
c. FC. Pernyataan Aktif sebagai | - Dikeluarkan Pihak Perguruan
Mahasiswa Tinggi

d. FC. Kartu Mahasiswa

e. FC. RKS Semester Awal

f.  FC. KHS Semester

selanjutnya
g. Tanda Terima Bea Siswa
10. | Belanja Premi a. Dokumen kontrak. - Sesuai peraturan presiden
Asuransi Kesehatan yang mengatur Jaminan
Kesehatan pada Badan
Penyelenggaran Jaminan
Sosial Kesehatan
b. Kwitansi Pembayaran.
c. Bukti Setoran Pajak/E-
Billing
11. | Belanja Perjalanan a. Undangan/Disposisi - Yang melatarbelakangi
Dinas Dalam Daerah pelaksanaan perjalanan
dinas.

b. Surat Tugas - Ditandatangani oleh yang
memberi perintah (pimpinan
secara berjenjang).

- Khusus untuk Kepala
Perangkat Daerah dapat
menandatangani Surat Tugas
dan SPPD untuk dirinya atas
nama pejabat pemberian
tugas apabila atasan tidak
berkedudukan dalam satu
wilayah kerjanya

c. SPPD - Sesuai Standar Harga Bupati
dan Peraturan Bupati yang
mengatur perjalanan dinas.

d. DBukti Penerimaan SPPD

e. Laporan Hasil Perjalanan - Ditandatangani yang

Dinas melaksanakan tugas
f. Pakta Integritas - Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Mutlak
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URAIAN OBYEK
NO BELANJA KELENGKAPAN/LAMPIRAN KETERANGAN
12. | Belanja a. Undangan/Disposisi - Jika ada undangan/disposisi
Perjalanan Dinas b. Surat Tugas - Ditandatangani oleh yang
Luar Daerah/Luar memberi perintah (pimpinan
Negeri secara berjenjang)

c. SPPD - Sesuai Standar Harga Bupati
dan Peraturan Bupati yang
mengatur perjalanan dinas

d. Bukti Penerimaan SPPD

e. Laporan Hasil Perjalanan

Dinas

f.  Bukti Transport/Nota BEM

g. Bukti Penginapan - Bila menginap

h. Pakta Integritas - Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak

13. | Pengadaan a. Surat Pesanan - Dari Pegjabat Pengadaan
barang/jasa dengan | b. Bukti Pembayaran
nilai 0 — 50 juta yang | c. Bukti Penerimaan
menggunakan e- d. Kwitansi Dinas
marketplace (e-
katalog lokal)
14. | Pengadaan melalui a. Surat Pesanan - PPKom
e-purchasing b. Bukti Pembayaran
c. Kwitansi Dinas

P. Perintah Membayar

1. Ketentuan Umum

Perintah
Anggaran/Kuasa

membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna
Pengguna Anggaran untuk belanja yang

telah

dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan
proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sckaligus menandai
pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik. Dalam Peraturan Bupati ini, ketentuan
mengenai perintah membayar diatur sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.

b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP
yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-
GU.

c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD
melakukan verifikasi atas:

1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih

2) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan
dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa

3) ketersediaan dana yang bersangkutan

e. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran
atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.

f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak
menerbitkan SPM-LS.

g. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi
tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya SPP.

Terkait hal tersebut di atas,
beberapa ketentuan sebagai berikut:
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h.

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada
Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh
PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran

Jenis SPM terdiri atas:

1) SPM-UP
2) SPM-GU
3) SPM-TU

4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan

5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa

6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya

PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS
dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran
berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
SPM berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.

Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang
diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan
pencatatan pada register SPM.

2. Ketentuan Pelaksanaan

d.

Perintah Membayar UP

1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian
besaran UP dengan SK Bupati.

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD
menyiapkan rancangan Perintah  Membayar UP  yang
didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran.

3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua)
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

Perintah Membayar GU

1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan
UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara
Pengeluaran dengan langkah berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi
dan dokumen perpajakan terkait.

d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ
Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau  ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan
dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.
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3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD
menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang didokumen-
tasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran.

4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU
paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap
dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist
kelengkapan dokumen.

Perintah Membayar TU

1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar
Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan,;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan
permintaan Perintah Membayar TU.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD /PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar
TU vyang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
vang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

Perintah Membayar LS

1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan
dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
melakukan verifikasi dengan langkah berupa:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

¢) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di
sistem.

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.

e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan
dokumen pendukungnya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara.
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3) Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar
LS vyang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk
ditandatangani oleh PA/KPA.

5) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

6) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang
dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa
BUD.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:



3.1 SPM-UP

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Uang Persediaan (UP)

Tahun Anggaran:

No.SPM:

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Supayamenerbitkan SP2D Kepada:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH

SKPD U A

Bendahara/pihak 1ain : ..o,

Potongan-potongan:

Uraian
No. (No. Rekening) Jumlah

Keterangan

Jumlah Rp.

Informasi: (Tidak mengurangi jumlahpembayaran SPM)

No. Rekening Bank @ ..o Uraian
NamaBank Nao. |(No. Rekening) Jumlah Keteranga
NPWP i AT e e R Y
.......................................... Jumlah Rid: sssseansssnssr
Dasar Pembayaran
Untuk Keperluan:
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI JumlahYangDiminta RD:wrmnenssussssmari?
Jumlah Potongan Bp:vspsssnismsannsys
Jumah R it - Jumlah Yang Dibayarkan R ssumaesmna g
Uang Sejumlah: (oorieovecriiriieniennenn, ]
Jumlah SPP Yang Diminta: R
......... ,tanggal .. ... ...
(terbilang) [Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
]nama
lengkap)
Nomor dan Tanggal SPP NIP.

SPMini sahapabilatelah ditandatangani dandistempel oleh Kepala SKFD
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3.2 SPM-GU

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Ganti Uang (GU)

Tahun Anggaran: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH Potongan - potongan :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Uraian
Supaya menerbitkan SP2D Kepada: No. (No. Rekening) Jumlah | Keterangan
 umlah Bp. ooy
BEEDI 00000 Besesarusseesoresmsosnonimss
Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)
Bendahara/pihak lain : coi,
No. Rekeninig BANK & sosrrsesesstesmrsasonamrsmmsesanssvosasin
Nama Bank : Uraian
............................................ L Y T R e
HPWE sk
Dasar Pembayaran Jumlah Rp. vt T
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAIL Jumlah Yang Diminta Rbviivanan -
Jumlah Potongan Rpucccwizaisinas ’
Jumah Rifiouimuss: - Jumlah Yang Dibayarkan Rpicisismnnnimsains -
UangSejumlah: (v..ocervevieniinniniiinn )
Jumlah SPP Yang Diminta: Rpivivasasiiigs
........ ,tanggal...... ...
(terbilang) [Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
fnama
lenglkap)
NIP.
Nomor dan Tanggal SPP
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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3.3 SPM-TU

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tambah Uang (TU)

Tahun Anggaran:

No.SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Supaya menerbitkan SP2D Kepada:

SKPD

Bendahara/pihak 18N @ v
No. Rekening Bank @ .o

Potongan - potongan :

Uraian

No. (No.Rekening)

Jumlah

}I&etenmgm

Lumlah y e -

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

Nama Bank Uraian
___________________________ Na. |(No.Rekening) Jumlah Keterangan
1 I < e TV
Dasar Pembayaran umlah T =
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Ridsevannanse ;
Jumlah Potongan Rpcicuscaivivamiansns™
Jumah 1+ . Jumlah Yang Dibayarkan RO comismssssionnsty®
Uang Sejumlah: [.....ocomomsimersinpanies )
Jumlah SPP Yang Diminta: ;11 R o
,tanggal.........
(terbilang) [Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan|
(nama
lengkap)
NIP.
Nomor dan Tanggal SPP

SEMini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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3.4 SPM-LS

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

Tahun Anggaran:

No. SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Supaya menerbitkan SP2D Kepada:

SKPD S R

Bendahara/pihak lain : oo,
No. Rekening Bank : .o
Nama Bank :

NPWP T TR

Dasar Pembayaran

Potongan - potongan :

Uraian
No. (No. Rekening) Jumlah |Keterangan

Jumlah Rp.

Informasi : (Tidak mengurangi jumiah pembayaran SPM)

Uraian
No. |(No. Rekening) Jumlah Keterangan
Uumlah e

Untuk Keperluan :

Pembebanan Pada Kegiatan

SPM Yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta 357 OO
Jumlah Potongan RO e
Jumah ) FRe - Jumlah Yang Dibayarkan Rl s
Uang Sejumlah: (..ccoevvvcricnniinnn)
Jumlah SPP Yang Diminta: BDi . ccsinscinis
(ferbilang) [Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
(nama_lengkap)
NIP.
Nomor dan Tanggal SPP

SPMini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKFD
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Q. Perintah Pencairan Dana

Ls

Ketentuan Umum
Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan
sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA.
Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional
mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan
pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang
diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

Pengaturan perintah pencairan dana dalam Peraturan Bupati ini adalah

sebagai berikut:

a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari
PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa
Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan

4) memerintahkanpencairan dana sebagai dasar Pengeluaran
Daerah.

d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
dan/atau
2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.

e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak
diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya
SPM.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat
informasi tentang:

1) Baki Rekening yang akan dicairkan
2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan
3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci
menjadi:
(@) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia
barang/jasa
(b) potongan yang Dbersifat transitoris, diperlakukan sesuai
ketentuan pada BAB V.C

b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan
Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah
Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap
memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat
Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan
verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;
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3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan pengajuan SPM;
4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran.
b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA

apabila:
1) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
PA/KPA;

2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan

3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak
tersedia.

c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam
proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM
paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam
SP2D.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai

berikut:
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3.1 SP2D-UP

FORMAT SP2D-UP
KABUPATEN PURWOREJO SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
NOmOT : iceiveeneenssanns
Nomor SPM - Dari : BUD/Kuasa BUD
Tanggal : NPWP ;
Nama SKPD - Tahun Anggaran
Bamle Pergiviin s oo oo s s v o o e v R T A R
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ... ... ...
Uang sebesar Rp ... ... ... (terbilung : ......cceee..ns )
Kepada R R S AU
NPWP I R e R R
No. Rekening Bank e Tl
Bank Penerima R A A A s Al A
Keperluan Untuk L L
Pagu Anggaran o 51 L P e e G ST
KODE KEGIATAN/ JUMLAH
i SUB KEGIATAN URALAY (Rp)
1
2
3
Jumlah
[Potongan-Potongan :
No. Uraian (No. Rekening) Jl:;l;?h Keterangan
1
2
3
Jumlah
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
No. Uraian (No. Rekening) Jt:;l;?h Keterangan
1
2
3
4
Jumlah
ISP2D yang dibayarkan
Jumlah yang Diminta o .
LJumlah Potongan B T ety )
Jumlah yang Dibayarkan 124 -
Uang sejumlah:
Lembar 1 : Bank yang ditunjuk tanggal ... , tanggal ... ... ...
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima (tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
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3.2 SP2D-GU

FORMAT SP2D-GU

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

KABUPATEN PURWOREJO
NOMOK ¢ iiisisisisorie

Nomor SPM ; Dari : BUD/Kuasa BUD
Tanggal : NPWP -
Nama SKPD : Tahun Anggaran

Banle PENIZINTIN §vcaunsssvnssriamniismsssstaniisvis coomssssh s pasnin e s i s awinss s srEossv iy sonas
Hendaklah mencairkan /memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ... ... ...

Uang sebesar Rp ... ... ... (terbilang : ............... )

Kepada R S
No. Rekening Bank R S
Bank Penerima R e
Keperluan Untuk e R R

Pagu Anggaran R pissniiiaeai e

KODE KEGIATAN/ JUMLAH
e SUB KEGIATAN Rl (Rp)

Jumlah

Potongan-Potongan :

Jumlah

Keterangan
(Rp) =

No. Uraian (No. Rekening)

Jumlah

Informasi : (tidak mengurangi jurmlah pembayaran SP2D)

Jumlah

Keterangan
(Rp) .

No. Uraian (No. Rekening)

£lWM|

Jumlah

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang Diminta BP coessisvannsinminiis sovi .

Jumlah Potongan o

Jumlah yang Dibayarkan |9 o R B, -

Uang sejumlah:

Lembar 1 : Bank yang ditunjuk tanggal v tanggal v e

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima (tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah
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3.3 SP2D-TU

FORMAT SP2D-TU

KABUPATEN PURWOREJO SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
NOmOL ! cevcvrsnirerannes
Nomor SPM : [Dari : BUD/Kuasa BUD
Tanggal 3 INPWP !
Nama SKPD : Tahun Anggaran

Bank PENRIFIT | v s e sy s s s s o sviviss

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor
Uang sebesar Rp ... ... ... (terbilang : ............... )

Kepada

NPWP

No. Rekening Bank
Bank Penerima
Keperluan Untuk

Pagu Anggaran 1 RPiivsniidmiiiiimeniainm
KODE KEGIATAN/ URAIAN JUMLAH
8O SUB KEGIATAN (Rp)
1
2
3
Jumlah
[Potongan-Potongan :
z Jumlah
No. Uraian (No. Rekening) (Rp) Keterangan
1
2
3
Jumlah
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
No. Uraian (No. Rekening) J‘;‘;m;?h Keterangan
1
2
3
4
Jumlah
EPZD yang dibayarkan
Jumlah yang Diminta Rppvasvineravivsinsiniiy \-
Jumlah Potongan R T -
Jumlah yang Dibayarkan ] o [
Uang sejumlah:
Lembar 1 : Bank yang ditunjuk tanggal ... , tanggal ... ... ...
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima (tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.
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3.4 SP2D-LS

FORMAT SP2D-LS

KABUPATEN PURWOREJO SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
NOmOr : .cccevnnnicinnas
Nomor SPM p Dari : BUD/Kuasa BUD
Tanggal : NPWP ;
Nama SKPD : Tahun Anggaran
BT PETTEITIING 5o cnuiissnms sy sosssssmbu s s s kv s oS m00e % b m e G i A i
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ... ... ...
Uang sebesar Rp ... ... ... (terbilang : ............... )
Kepada B A B S
NPWP B ON R R L R S
No. Rekening Bank Y SRR TR
Bank Penerima e e S
Keperluan Untuk O AR R G e S R
Pagu Anggaran P ORE s s R e e
KODE KEGIATAN/ JUMLAH
¥ SUB KEGIATAN URALAN (Rp)
1
2
3
Jumlah
[Potongan-Potongan :
No. Uraian (No. Rekening) J";;‘;;‘h Keterangan
1
3
Jumlah
Informasi : (tidak mengurangi jurnlah pembayaran SP2D)
: ; Jumlah
No. Uraian (No. Rekening) (Rp) Keterangan
1
2
o]
4
Jumlah
ISP2D yang dibayarkan
LJumlah yang Diminta B vssiinaasivaainigs?
Llumlah Potongan Ribvammanmansiangy
Jumlah yang Dibayarkan 2 .
Uang sejumlah:
Lembar 1 : Bank yang ditunjuk tanggal ... stanggal i
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima (tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
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R. Pembukuan Bendahara Pengeluaran

L,

2,

Ketentuan Umum
Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas
pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya. Pembukuan yang
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku-
buku sebagai berikut:
a. Buku Kas Umum
b. Buku Pembantu Bank
. Buku Pembantu Kas Tunai
d. Buku Pembantu Pajak
Buku Pembantu Panjar
. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja
encatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:
Bukti transaksi yang sah dan lengkap
SPP UP/GU/TU/LS
SPM UP/GU/TU/LS
SP2D
. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
Ketentuan Pelaksanaan
. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Penerimaan Uang Persediaan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-
UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada
Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu
Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada
SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.
2) Pelimpahan Uang Persediaan
Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku
Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang
dilimpahkan.
3) Pergeseran Uang Persediaan
Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di
bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi
pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi
pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi
penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.
4) Pembayaran belanja oleh Bendahara
Atas pembayaran yang dilakukan DBendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan bukti-bukti
belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non tunai,
dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi
pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu
Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek
Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.

c
e
¢
P
a.
b.
C
d
¢
a

90 /



5) Pemberian Uang Panjar.

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti

pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembantu  mencatat

pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK

di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada

sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.

6) Pertanggungjawaban Uang Panjar.

Berdasarkan pertanggungjawaban vyang diberikan PPTK atas

penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan

di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi

pengeluaran.

a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari
PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku
Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang
dikembalikan.

b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di
Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi
pengeluaran sebesar yang dibayarkan.

7) Belanja melalui LS.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan

melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi
pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku

Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS

sebesar jumlah belanja bruto.

8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak.

a) Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak
di sisi penerimaan.

b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada
BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi
pengeluaran.

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan Kas.

3. Dokumen Terkait.

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran antara lain

sebagai berikut:
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3.1 Register SPP-SPM-SP2D

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..c.s
SKPDquN!IIII
TAHUN ANGGARAN . cuaiia

‘REGISTER SPP/SPM/SP2D
Periode: v

Bendaharz Penerdmaan/
Bendahara Penerlmaan

&

Nama

[T —

02 4




. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
- TAHUN ANGGARAN............

BUKU KAS UMUM
PEriodes: v e e

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
EREMEEENY i et i b ke e e e e

terdiri dari:

a. Tunai 51 3] 1 R P R Ll

b. Bank 4 = o N

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Fengpuna Anggaran

2!
A

Cl

Nama
NIP: i

93

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran

L

25

o]
Nama
NP e




3.3 Buku Pembantu Bank

. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA .......
£1,4  SE—
TAHUN ANGGARAN...........

BUKU PEMBANTU BANK
Periode: e vans

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
[

» =

o} 8]

Nama Nama

NIP: s veas NIP: i

3.4 Buku Pembantu Kas

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SKPD..ocoeeei
TAHUN ANGGARAN............

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Perlodes: . im e miaon

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
! 2

A £

(o] =1

Nama Nama

NIP: v sve vees W5 i it =
94




3.5 Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
SKPD............
TAHUN ANGGARAN...........

BUKU PEMBANTU PAJAK
Periode: ceeeieeenneens

‘|,- & i i i3
x -
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
7

H = o

) o

Nama Nama

(]| = R— NPz

3.6 Buku Pembantu Panjar

! PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SKPD...........
TAHUN ANGGARAN............

BUKU PEMBANTU PANIJAR
Periode: am o

Disetujuialeh, Disiapkan oleh,
Pengzuna Anggaran Kuasa Bendsahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengguna Anggaran Pengeluaran Pembantu
! !

w v

o] (o}

Mama Nama

1> P ) = P—
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3.7 Buku Pembantu per Sub Rincian Objek

PEMERIN TAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

Kode Rekening R
Nama Rekening
Jumiah Anggaran (DPA)
jumlah Anggaran {DPPA)
BUKU PEMBANTU SUB RINCOAN OBYEK BELANJA
Perode : v corsene
No. | Tanggal | No.BKU Uraian Belanja LS | Belanja TU e ‘Saldo
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Pengeuna Angparan/
Kuasa Pengguna

2R
o
=
Nama

NIP: inean s
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S. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

1:

Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ

Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Laporan  pertanggungjawaban  Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung-
jawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK-SKPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

c. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran
dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban
ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

d. Penyampaianpertanggungjawaban  Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional
dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal
31 Desember.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.

b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:

1) LPJ Penggunaan UP

a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran
pada setiap pengajuan GU.

b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-
SKPD dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan
SPP- GU.

d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara
khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus
sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi.
Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP ke
RKUD.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a) Pertanggungjawaban  penggunaan TU  dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan
untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada
waktu yang ditentukan scjak TU diterima.

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c¢) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap
LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.
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3)

4)

Pertanggungjawaban Administratif

a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya;

b) Pertanggungjawaban  administratif berupa LPJ yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu
anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang
dilampiri:

(1) BKU;
(2) Laporan penutupan kas (BKU); dan
(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

c) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan
wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

Pertanggungjawaban Fungsional

a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang
merupakan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran
Pembantu, dilampiri:

(1) Laporan penutupan kas; dan
(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat
persetujuan PA.

d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan
Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP

1)

2)

Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan
LPJ penggunaan UP.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan
SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

1)

2)

3)

Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU

yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub

kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak

TU diterima.

Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU

kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja

yang lengkap dan sah.

PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU

sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan.

b. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran.

c. Meneliti keabsahan bukti belanja.

c. Pertanggungjawaban Administratif

1)

Penyusunan LPJ

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
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2)

4)

5)

b. Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta
melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ
Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi,
dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan
yang dilampiri:

(1) BKU;
(2) Laporan Penutupan Kas;
(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Penyampaian LPJ Administratif

a. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada
PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

b. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait

(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam
buku atau laporan terkait

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses belanja dan pengeluaran kas

Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan

ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD

meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara

Pengeluaran.

Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK

SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ

Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah

diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

Pertanggungjawaban Fungsional

1)

2)

Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan
pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD
untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk
persetujuan.

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:

1)

2)

Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a. Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.

b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan
kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c. LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran
sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.

Pertanggungjawaban penggunaan TU

a. Pertanggungjawaban  penggunaan TU  dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya
telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak
TU diterima.

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA
melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c. PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.
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3) LPJ
a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada

Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya, dilampiri:

(1) BKU; dan

(2) Laporan penutupan kas.

b. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
sebelum  ditandatangani KPA  untuk  mendapatkan
persetujuan.

3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara

pengeluaran antara lain sebagai berikut:
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3.1 LPJ-UP

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SKPD........

Tahun Anggaran.....

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN UANG PERSEDIAAN
Periode:

Besaran UP berdasarkan SK KDH:

Uangz Persediaan (UP) Awal Periode ! ..oocuseensns
Pengzunan Uang Persediaan (UP)  : wivennsinnne
Uang Persediaan (UP) AKhir PEriode © ...cowseseerus

Urusan ¥
Bidang Urusan e
Prozram o s
Kegiatan € i
Sub Kegiatan S e

L i

Urusan - SO

Bidang Urusan S e e
Program 2 pameia ieaiee
Kegiatan DRI

Sub Kegiatan

Bendahara Pengeluaran

3
#
El

MNama
] {1
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3.2 LPJ-TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
4

Tahun Anggaran.........

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Periode:..........
Program
Sub Kegiatan
Tanggal SP2D TU
TOTAL
Tambahan Uang Persediaan (TU)
Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU)

Menyetujui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
a ;. a g
B o]
Nama Nama
||| NIP: i

102



3.3 Laporan Penutupan Kas

5 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
PEMERINTAH TG N
" Tahun Anggaran........

LAPORAM PENUTUPARMN KAS
Bulani...c..

Kepada Yth,

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota................

NO...cccceeee. . Tahuno......mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Dserah, bersama ini kami sampaikan laporan Penutupan Kas
Bulanan vang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD. ... adalah
sejumiah Rp..................dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1Szldo awal bulan tanzgeal Rp.

A2 Jumlah Penerimaan Rp.

A3 Jumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal........terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
=] o SO ... dan saldo di bank sebesar Rp e voeeeeeeeeeee

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

A1 Saldo awal bulan tangeal Rp.

A2 Jumliah Penerimaan Rp.

A3 Jumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal...........terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
R T SSIC0 O] DK SEDESAN BP...oomcmsmmssms

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1 Saldo Kas Tunai Rp.
.2 Saldo Bank Rp.
C.3 Saldo Total Rp.

Bendahara Pengeluaran

aﬂ
3]

Nama
NIP: TrERREAAA W
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3.4 SPJ

SKPDucns

Tahun Anggaran......

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KQTA .......

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(5P} ADMINISTRATIF)
Bulamim.

Administratif

JUMLAH

Penerimaan

-5P2D

- Potonzan Pajak

a. PPN

b.PPh 21

€. PPh 22

d.PPh 23

- Lain-lzin

lumizh Penerimaan

Pengaiuzran I

-SPJ {LS+UP/GU/TU)

- Penyetoran Pajak

a. PPN

b, PPh 21

¢.PPh 22

d.PPh 23

- Lain-iain

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

Menyatujui,
Pengguna Anggaran

i

Eh

B
Nama

r‘[[P: LLLERL R LR
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Bendahara Pengeluaran

i
A
9]

Nama
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3.5

SPJ Fungsional

SKPD.oves

| Tahun Angzaran.......

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
{SPJ FUNGSIONAL)
Bulaniuwn

JUMLAH

Pensrimaan

-5F2D

- Potongan Pajak

a.PPN

b.PPh 21

C.PPh 22

d.PPh 23

- Lain-lain

lumizah Penerimazn

Pengeiuaran |

-SPJ (LS+UP/GU/TU)

- Penyetoran Pajak

a. PPN

b.PPh 21

¢ PPh 22

d.PPh 23

-Lzin-iain

a

Jumiah Penzaluzars

SaldoKas

Menyetujus,
Pengzuna Anggaran

"
£,
c

fiama

NIP: i
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T. Belanja Wajib dan Mengikat

| &

Ketentuan Umum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam

rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat

mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja

yang bersifat wajib dan mengikat adalah:

a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama
dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati
menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

b. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana
dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat
dan belanja yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum
DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa
menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan Bupati
tentang belanja wajib dan mengikat.

b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing
SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan
Kabupaten A, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang
sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan
SPD diberikan per triwulan.

c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD,
atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan

mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan

b. Dalam hal dokumen belum siap.

U. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan
Pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan
daerah adalah sebagai berikut:

a.

b.

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam

tahun anggaran berjalan untuk:

1) menutupi defisit anggaran,

2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya,

3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
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5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya
kebijakan Pemerintah;

6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia
anggarannya; dan/atau

7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan
dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran
berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir
penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum

Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan

sesuai peruntukannya.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum

Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan

yang bersangkutan mencukupi.

Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan

digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan

sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang

pembentukan Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum

Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa

BUD atas persetujuan PPKD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
(BKPP) pada sisi pengeluaran.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan
BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran

Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan
dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).

Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
melalui RKUD.

Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD
untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas
atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi
penerimaan.

Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai
uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali, yang bersumber dari:

1) pemerintah pusat;

2) pemerintah daerah lain;

3) lembaga keuangan bank;

4) lembaga keuangan bukan bank; dan

5) masyarakat.
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Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah
pusat dilaksanakan melalui:

1) pembayaran langsung;

2) rekening khusus;

3) pemindahbukuan ke RKUD;

4) letter of credit; dan

5) pembiayaan pendahuluan.

Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku
Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa
BUD pada sisi penerimaan.

Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati
dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan
Pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah adalah sebagai berikut:

a.

b.

c.

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daecrah dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

rekening Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas

persetujuan PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD

berkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
kepala SKPKD;

2) menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

4) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan
BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
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B

Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran

pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau

sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri

untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati dalam

bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko

rendah.

Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana

Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana

Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan

Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai

indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub

kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah

ditetapkan.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan wusaha milik

negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan

peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk

investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak

kepemilikan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah

merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula

merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum

lainnya yang dimiliki negara.

Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang

dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:

1) Peraturan Daecrah tentang penyertaan modal; dan

2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas

penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan

Pengeluaran Pembiayaan.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil

bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan antara lain:

1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan;

2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan

surplus.

Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam tahun

anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan

dalamPeraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian

pemberian pinjaman/pemberian utang.

Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
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Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada
perjanjian utang/obligasi daerah.

. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan
melalui RKUD.

Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.

. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam
Peraturan Bupati tersendiri dengan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

110 Z



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJOQ

TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD
DAN PERUBAHAN APBD

A. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

L.

Ketentuan Umum

Laporan  Realisasi Semester Pertama APBD  menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode
Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur-
unsur sebagai berikut:

Pendapatan-LRA;

Belanja;

Transfer;

Surplus/Defisit-LRA,;

Pembiayaan; dan

Sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran.

Ketentuan umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD
adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama

APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

b. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan

Juli tahun anggaran berkenaan.

Ketentuan Pelaksanaan

Bagian 1: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD

a. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dari
bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran dari bendahara pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD
dengan cara:

1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran
dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan
laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per rekening
dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d. Juni.

2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis belanja
hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam format laporan
realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD pada kolom
realisasi semester pertama.

3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan
penerimaan.

4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah dengan
nilai rencana perubahan anggaran.

b. PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD seclaku PA wuntuk

ditandatangani.
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C.

Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti
ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam penyajian
data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis SKPD yang diserahkan oleh PPK SKPD.
Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA
menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis SKPD.

Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani kepada
PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester pertama
berakhir.

Bagian 2: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah

a.

Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD sclaku PA, BUD

melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian

laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD

dengan:

1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan

2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada
di BUD.

Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan

laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD

menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis

Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis

Pemerintah Dacrah hasil penggabungan tersebut disampaikan kepada

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

untuk mendapatkan persetujuan.

Sctelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan

kepada Bupati untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga

bulan Juli.

Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan

Juli.

B. Prasyarat Perubahan APBD
Ketentuan terkait perubahan APBD sebagai berikut:
Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan
APBD.
Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1.

2.

a.
b.

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar
kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;

keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

keadaan darurat; dan/atau

keadaan luar biasa.
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C. Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS
Ketentuan Umum
Ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

1

a.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa

terjadinya:

1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;

2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
dan/atau

3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan

PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai

perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan
untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun
anggaran berjalan;

2) capaian sasaran Kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang
harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak
tercapai; dan

3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang
harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui
asumsi KUA.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap
mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran
yang terdapat dalam perubahan RKPD.

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari perubahan RKPD,

Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS kepada DPRD.

Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA

dan rancangan perubahan PPAS.

Bupati dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan

hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS.

Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang
ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

D. Pergeseran Anggaran
Ketentuan Umum
Ketentuan terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:

1,

a.

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan
antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek
dan/atau sub rincian objek.

113 /



k.

—

Pergeseran anggaran terdiri atas:

1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan

2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:

1) pergeseran antar organisasi;

2) pergeseran antar unit organisasi;

3) pergeseran antar program;

4) pergeseran antar kegiatan;

5) pergeseran antar sub kegiatan;

6) pergeseran antar kelompok;

7) pergeseran antar jenis.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD

yaitu:

1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini
dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran
ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.,

3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang
sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek
dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang

dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa

melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu.

Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut

ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang

dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi

anggaran.

Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-

SKPD.

Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan

perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui

ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau

perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau

daerah.

Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,

pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan

APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD,

dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-

SKPD.

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti

ketentuan mekanisme perubahan APBD.

Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur

dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

b.

Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan

situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan

Atas usulan tersebut:

1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika
pergeseran anggaran merubah perda APBD;

2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika
pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD.
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c. Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan
perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran
anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekda dan
disahkan oleh PPKD.

3. Tata cara dan mekanisme pergeseran anggaran

a. Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan

dilakutan dengan tata cara sebagai berikut:

L

PD mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada Kepala
BPKPAD selaku PPKD dilampiri Rincian Pergeseran Anggaran
beserta alasan pergeseran.

Bidang Anggaran membuatkan Format Persetujuan Pergeseran
untuk ditanda tangani Kepala BPKPAD selaku PPKD.

Selanjutnya dilakukan pencetakan Perubahan DPA kegiatan yang
mengalami perubahan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
bagi Perangkat Daerah.

Alur proses:
SKPD Usulan BPKPAD
Tanda tangan
Bid. Anggaran
Y
Cetak PDPA

b. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan
dilakutan dengan tata cara sebagai berikut:

1,

2.
3.

SPKD mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada
Sekretaris Daerah dengan tembusan BPKPAD.

Usulan dikaji kelayakannnya oleh TAPD.

Apabila disetujui BPKPAD/Bidang Anggaran membuatkan Format
Persetujuan Pergeseran untuk ditandatangani Sekretaris Daerah.
Selanjutnya dilakukan pencetakan Perubahan DPA kegiatan yang
mengalami perubahan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
bagi Perangkat Daerah.

Alur proses:

SEKRETARIS
DAERAH

A

SKPD Usulan

J' Tanda tangan

Ka. BPKPAD

Bid. Anggaran

:

Cetak PDPA
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C.

Pergeseran antar Jenis belanja, antar kegiatan, antar unit organisasi

dilakutan dengan tata cara sebagai berikut:

1. SPKD mengajukan permohonan pergeseran anggaran Kkepada
Bupati dengan tembusan BPKPAD.

2. Usulan diinventarisir oleh BPKPAD untuk dikaji oleh TAPD untuk
dimasukkan dalam Perubahan Anggaran.

3. Alur proses:

SKPD Usulan BUPATI

Y

SEKRETARIS
DAERAH

v

Ka. BPKPAD

Inventarisir

Bid. Anggaran

TAPD " Kajian/
Pembahasan

Cetak DPPA

E. Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya
Ketentuan terkait penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan
APBD sebagai berikut:
a. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

menutupi defisit anggaran;

mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya;

membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya
kebijakan Pemerintah;

mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia
anggarannya; dan/atau

mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan
pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam
Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD.

c. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada
pihak lain yang terkait dengan:

1)
2)

pekerjaan yang telah seclesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau
akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
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Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita
acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum

dilakukan pembayaran.

Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD

Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan

dianggarkan pada SKPD berkenaan,
Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkrachf) dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan
dianggarkan pada SKPD berkenaan.

Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya

terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran

APBD tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam

Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau
ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

. Pendanaan Keadaan Darurat

Ketentuan terkait pendanaan keadaan darurat sebagai berikut:

1.

Ketentuan Umum

a. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum
tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.

b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam
hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran
dengan terlebih dahulu melakukan Perkada perubahan penjabaran
APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk
mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi
kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak memedomani
pengaturan dalam belanja tidak terduga.

Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain sebagai
berikut:
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a. format Rencana Kebutuhan Belanja

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
KEADAAN DARURAT
KABUPATEN PURWOREJO

No. Jenis Kebutuhan Satuan Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)

ANIH|DIN|=

Total

Tempat, tanggal

KEPALA SKPD

NAMA
NIP.

b. Format rekapitulasi penyaluran Belanja Tidak Terduga

REKAPITULASIPENYALURAN BELANJATIDAK TERDUGA

No SKPD Rencana Kebutuhan Jumlah (Rp)
1.
2
3.
4.
S.
Tempat, ...coxmomnsesss
BENDAHARAUMUM DAERAH
NAMA
NIP.
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c. Format Laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ...

SKPD

Anggaran | Realisasi | Penyerapan | Capaian Output

Uras
No raian (Rp) (Rp) (%) Volume | Satuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

KEPALA SKPD

NAMA
NIP.

d. Format Laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga

REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Jumlah Realisasi Selisih Persentase
L REXD FEngEINERD (Rp) (Rp) (Rp) Realisasi (%)
L.
2.
3
4.
.
TEIADAS, - vonsamswinvimin
BENDAHARA UMUM DAERAH
NAMA
NIP.
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G. Pendanaan Keadaan Luar Biasa
1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut:

a. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

b. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi
penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan
atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

c. Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa
diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima
puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru
dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan
sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu
dalam RKA-SKPD.

b. Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu
dalam perubahan DPA-SKPD.

c. RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

d. Dalam hal keadaan Iuar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima
puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau
pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

e. Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu
dalam perubahan DPA-SKPD.

f. Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

H. Penyusunan Perubahan APBD
1. Ketentuan Umum
Ketentuan terkait penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai berikut:
a. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama
bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas
dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.

2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota kesepakatan
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang
ditandatangani bersama antara kepaladaerah dengan pimpinan
DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua
bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati
bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam
menyusun perubahan RKA-SKPD.,

4) Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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5) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati menyampaikan
rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta
menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota
kesepakatan perubahan PPAS.

6) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan
kepada wakil Bupati untuk menyampaikan rancangan perubahan
KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD,
menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA
dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan
PPAS.

7) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau
sementara, pejabat pengganti Bupati menyampaikan rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD,
sedangkan penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta
penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan nota
kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku
pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara Bupati.

8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD
menandatangani kesepakatan terhadap rancangan

9) Perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta
menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota
kesepakatan perubahan PPAS.

Penyusunan Perubahan RKA SKPD;

1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati
Bupati Bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah
dalam menyusunan RKA SKPD.

2) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Bupati
menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan
perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam
menyusun perubahan RKA-SKPD.

3) Surat edaran Bupati paling sedikit memuat:

a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan
sub kegiatan yang terkait;

b) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD;

c) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan
Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan

d) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA,
perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA- SKPD,
format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar
satuan harga, RKBMD dan pedoman penyusunan APBD.

4) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD
dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu
ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

5) Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada
perangkat daerah disertai dengan:

a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru;

b) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;

c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-
SKPD kepada PPKD; dan/atau
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d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan
APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD,
analisis standar belanja, standar harga satuan dan RKBMD
serta dokumen lain yang dibutuhkan.

6) Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan
Agustus tahun anggaran berkenaan.

7) Kepala SKPD menyusun perubahan REKA-SKPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta pedoman penyusunan
perubahan RKA-SKPD.

8) Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan
penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai
dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri
tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

9) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku
secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPD pada
perubahan APBD.

RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru

yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun

oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara

perubahan RKA-SKPD dengan:

1) perubahan KUA dan perubahan PPAS;

2) prakiraan maju yang telah disetujui;

3) dokumen perencanaan lainnya;

4) capaian Kinerja;

5) indikator Kinerja;

6) analisis standar belanja;

7) standar harga satuan;

8) standar kebutuhan BMD;

9) RKBMD;

10) Standar Pelayanan Minimal; dan

11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala

SKPD melakukan penyempurnaan.

Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas

internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan

dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah

disempurnakan oleh kepala SKPD.

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran sebagai

berikut:

1) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

3) rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
dan sub kegiatan beserta target dan indikator;

b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;
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S)

c) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

d) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;

e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

f) sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah.

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada

Perda Perubahan APBD antara lain:

a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

b) daftar piutang daerah;

c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;

d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lain-lain;

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);

f) daftar dana cadangan;

g) daftar pinjaman daerah.

Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD
memuat lampiran sebagai berikut:

1)

2)

3)

ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi

menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub

rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati perubahan

penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi

antara lain:

a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;

b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan
sosial;

c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan
keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja
bagi hasil;

€] rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

f) rincian DBH-SDA  Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

g) sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota
pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang
perubahan APBD dan

h) rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran
APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada

Perturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD.
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k. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam

rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD

disertai penjelasan.

Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum

pendapatan.

Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum,

lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah

diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.

Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum,

sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan

pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok
pengeluaran pembiayaan.

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh

PPKD disampaikan kepada Bupati.

penyusunan perubahan DPA SKPD, meliputi:

1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau
pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam perubahan DPA-
SKPD.

3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja, kelompok,
jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan
baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Bagian [ : Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

a.

Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan langkah
sebagai berikut:

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang
terdapat dalam perubahan RKPD;

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta indikator Kkinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari perubahan RKPD.

Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS kepada DPRD.

Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA

dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada

muatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.

Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil

pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubzhan

PPAS.

Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang
ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

Bagian II : penyusunan perubahan RKA SKPD

a.

b.

Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah
disepakati bersama Bupati dan pimpinan DPRD, TAPD menyusun
rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan
RKA-SKPD.

TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi.
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c. Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun
perubahan RKA-SKPD.

d. Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

e. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD
sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan
APBD.

Bagian III: penyusunan perubahan APBD

a. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh
SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

b. PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang telah
disusun oleh Kepala SKPD.

c. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk
melakukan penyempurnaan.

d. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD yang telah
disempurnakan oleh kepala SKPD.

e. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD
kepada Bupati.

Bagian IV: penyusunan perubahan DPA SKPD

Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup perubahan

berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program,

kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang bersifat

dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam

ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai pedoman
penyusunan APBD.

[lustrasi dokumen perubahan APBD disajikan sebagai berikut:

a. Perubahan KUA;

b. Perubahan PPAS;

c. Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

d. Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD;

e. Perubahan DPA-SKPD;

f. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta
lampiran;

g. Rancangan Perda tentang perubahan APBD;

h. Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD

beserta lampiran;
i. Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.
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3.1 Perubahan KUA

KABUPATEN PURWOREJO

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1 ¥

I,

IV.

VIIL

VIIL

(PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN .......

PENDAHULUAN

1.1.  Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1.2.  Tujuan penyusunan Perubahan KUA

1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

2.2. Arah kebjjakan keuangan daerah

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan

Bupati dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi

pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD

Tahun Anggaran berkenaan.

............. Tanggal. ...
Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota.....
C W] s 7!
o] 0]
Nama Nama
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3.2 Perubahan PPAS
KABUPATEN PURWOREJO
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN ....
I. PENDAHULUAN
II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

[IlI. PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

IV. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /KEGIATAN

V. RENCANA PERUBAHAN PEMEIAYAAN DAERAH

VI. PENUTUP
Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
TA .... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rancangan Perubahan APBD TA .... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-
kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan

PPAS.
............. Tangaal,.ovvrevesensse
Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota.....
E o
o] o]
Nama Nama
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TABEL 2.1
TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

- SEBELUM SETELAH | BERTAMBAH DASAR

BOLE | JENSPEEDERATAN DAERAL | vy | BiniEaman BERKURANG/ HUKUM
4. PENDAPATAN DAERAH
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.01. [Pajak Daerah
4.1.02. [Retribusi Daerah
4.1.03. [Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan
4.1.04. |Lain-Lain PAD Yang Sah
4.2. PENDAPATAN TRANSFER
4.2.01. |Pendapatan Transfer
4.2.02. |Pendapatan Transfer Antar
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH
4.3.01. |Pendapatan Hibah
4.3.02. |Dana Darurat
4.3.03. |Lain-Lain Pendapatan Sesuai

dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
TABEL 3.1

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

Plafon Anggaran
Urusan/

No.

SKPD

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Bertambah /Berkurang

Ket

2

3

4

5

6

Urusan/
Dinas/
Badan/
Kantor yang
mengalami
perubahan

Dst...
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TABEL 3.2

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Urusan P EEE e
Organisasi ! X-XX.X-XX.X-XX.XX ...
PLAFON ANGGARAN
PROGRAM/ SEBELUM SETELAH | BERTAMBAH/
KODE KEGIATAN/ SASARANTARGET| PERUBAHAN | PERUBAHAN | BERKURANG
SUB
bt e (Rp) (Rp) Rp) | %
1 2 3 4 5 6 74 8
XXX XX Program ...
xxx.xx.xxx |Kegiatan ...
xxxxx.xxx.x SubKegiatan
xxxxxxxx.xSubKegiatan
XXX.XX.X.Xx.X| Dst ...
XXX.XX.X.xx |Dst...
X.XX.XX Dst ...
TABEL 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran ....

NO.

URAIAN

PERUBAHAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH/
BERKURANG

(Rp)

(Rp)

(Rp) %o

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

NG o=

Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

d. Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya;

f. Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud;

Belanja Tidak Terduga

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama T D o (U
Jabatan : Bupati Purworejo
Alamat Kantor R e R e
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo.
2. a. Nama e et eeans
Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Purworejo
Alamat Kantor T R T A A TS TR R
b. Nama R R e s g
Jabatan Wa}ﬂl Ketua DPRD Kabupaten Purworejo
Alamat Kantor S R R TR R R R R A
c. Nama I
Jabatan Wa.k:l Ketua DPRD Kabupaten Purworejo
Alamat Kantor N SR A e P AR SR AR

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD
yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya
dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran
sementara APBD TA ....

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan
umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun
Anggaran ..., perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA ....

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA .... disusun dalam Lampiran yang
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

130 /



Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ....

Gubernur/Bupati/Walikota..... Pimpinan DPRD

Provinsi/kabupaten /Kota......
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

R :
bl A
o} af

Nama Nama
KETUA

o
.

o

Nama
WAKIL KETUA

i

"

o]
Nama

WAKIL KETUA
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama A B U S S S S
Jabatan Bupatl Purworejo
Alamat Kantor L
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo
2, alNama = = & ceersresecrsrsssnmesanesssnspesssastan e s st s
Jabatan Kctua DPRD Kabupaten Purworejo
Alamat Kantor R S S L
b. Nama DR S SRR SRR
Jabatan Wai{;l Ketua DPRD Kabupaten Purworejo
Alamat Kantor R P T
c. Nama R A R T e S AR s
Jabatan Wakll Ketua DPRD Kabupaten Purworejo
Alamat Kantor s A R i s
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah
Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak
sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi
rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA ..., Perubahan
Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran
.. disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
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Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ....

Gubernur/Bupati/Walikota..... Pimpinan DPRD

Provinsi/kabupaten /Kota......
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

il i
H A
o] 0]

Nama Nama
KETUA

T

A

&
Nama

WAKIL KETUA

P!
.l
0]

Nama
WAKIL KETUA
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PROVINSI KABUPATEN PURWOREJo

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ....

Kede

Uraian

Jumlah
(Rp)

Bertambah /Berkurang

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Sebelum Setelah
Perubahan Perubahan

3

4

5 6

Pendapatan

4,1

Pendapatan Asli Daerah

4.1.1

Pajak Daerah

4.1.2

Retribusi Daerah

4.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan

4.1.4

Lain-lain PADyangsah

4.2

Pendapatan Transfer

4.2.1

Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat

4.2.2

Pendapatan Transfer Antar
Daerah

4.3

Lain-lain Pendapatan Daerah
YangSah

4.3.1

Pendapatan Hibah

4.3.2

Dana Darurat

4.3.3

Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Pendapatan

Belanja

5.1

Belanja Operasi

5.1.1

Belanja pegawai

5.1.2

Belanja barangdan jasa

5.1.3

Belanja bunga

5.1.4

Belanja subsidi

3.1.5

Belanja hibah

2.1.6

Belanjabantuansosial

5.2

Belanja Modal

5.2.1

Belanjamodaltanah

5.2.2

Belanja modal peralatan dan
mesin

5.2.3

Belanja modal gedungdan
bangunan

5.24

Belanja modaljalan,
jaringan, danirigasi

5.2.5

Belanja modal aset tetap
lainnya

5.2.6

Belanjamodal aset tidak
berwujud

5.3

Belanja Tidak Terduga
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Belanja tidak terduga

5.4

Belanja Transfer

5.4.1

Belanja bagi hasil

2.4.2

Belanja bantuan
keuangan

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

Pembiayaan Daerah

6.1

Penerimaan Pembiayaan

6.1.1

SilPA

6.1.2

Pencairan dana cadangan

6.1.3

Hasil penjualan kekayaan
daerah yvang dipisahkan

6.1.4

Penerimaan pinjaman
daerah

6.1.5

Penerimaan kembali
pemberian pinjaman

6.1.6

Penerimaan pembiayaan
lainnya sesuai dengan

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan

6.2

Pengeluaran Pembiayaan

6.2.1

Pembentukan dana
cadangan

6.2.2

Penyertaan modal daerah

6.2.3

Pembayaran cicilan
pokok utang yang jatuh

6.2.4

Pemberian pinjaman
daerah

6.2.5

Pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun
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KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTATTAN DAERAH DAN ORGAMISAST

TAHUN ANGGARAN

Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan
: sebelum setelah Bertamhbah/ . : Belanja . . , |Belanja ¥ Bertambah/
Kode Urusan Pemerintah Daerah perubahan | perubahan (Berkurang) gcl)l:rr:; Efﬂlﬁl;; Tzigﬁkga Tic!l::#:r .;ﬁnlajl; g:]:::; B:lanj T::gf‘ga chlanJ gumta (Berkurang)
) Modal Transf | Belanj
Rp Rp Rp Y Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Y%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
X-X.X-X.X~ Dinas/Badan/Kantor...
XXX
XN Dst ...
XXX
KESEHATAN
XK K-KX- Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit
X.XX
X-K.X-X.X- Dst ...
X.XX
Dst ...
X-X.X-X.X- Dst ...
XXX
XX XXX Dst...
XXX
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
TENAGA KERJA
KK XXX Dinas/Badan/Kantor...
XXX
X-XKX-X.X- Dst ...
XXX
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2 8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2 8 X-XX-xx- |Dinas/Badan/Kantor...
XK
2 8 AKX Dst ...
KK
2 x Dst...
2 x MM Dist ...
XX
2 P XHKKX- Dst ...
XX
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 a5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 x-xx-x%- |Dinas/Badan/Kantor...
M.
3 a5 X-XK-XKX- Dst...
XXX
3 26 PARIWISATA
3 26 x-x.x-x.x- |Dinas/Badan/Kantor...
X%
3 26 X-KK-X K- Dst...
R
3 27 Dst ...
3 27 KK KKK Dst ...
N
3 27 XX X=X Dst ...
xxx
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT DAERAH
4 1 x-x.x-x.X- |Sekretariat Daerah
XXX
4 2 SEKRETARIAT DPRD
4 2 ¥-XX-%%- |Selaetariat DFRD
XXX
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
5 1 PERENCANAAN
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KX Dinas/Badan/Kantor ...
.
AKX Dst ...
X.KK
KEUANGAN
x-x.X-x.X- |Dinas/Badan/Kantor ...
bidbed
b e e e Dst ...
XX
Dst ...
X KX Dst ...
e
-2 Dst
XX
Dst
dst..
XM KX X~ dst
ML.XX
Jumlah

SURPLUS/ (DEFISIT]
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KABUPATEN PURWOREJO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...
PENDAPATAN DAERAH
JUMLAH Bg;:ﬁi?
KODE REKENING URAIAN Sebelum Setelah (Rp) o I?L?I?UA Iﬁ
Perubahan | Perubahan
4.x.xx Pendapatan
4.x.xx Pendapatan Asli Daerah
4.%.%x Pajak Daerah
4.x.xx Retribusi Daerah
4.x.xx Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
4.x.xx Lain-lain PAD Yang Sah
4.x.xx Pendapatan Transfer
4.xxx Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.X.xxX Pendapatan Transfer Antar Daerah
4. x.xx Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4 X X% Pendapatan Hibah
4.%.%xx Dana Darurat
4.x.xx Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintaha ;3
Bidang Urusan DXLXH. XX
Organisasi DXXHXX
Unit Organisasi P & o & o4
Program DXL XX
Indikator Hasil @ |:.........
Kegiatan...1) XXX XX
Indikator Keluaran  |:.........
Sub Kegiatan ...1) X.XX. XX
Indikator Keluaran  |:.........
JUMLAH Bertambah/
KODE REKENING URAIAN o R DASAR
Sebelum Setelah (Rp) % HUKUM
Perubahan | Perubahan
S.x.xx Belanja
5.x.xx Belanja Operasi
Sxxx Belanja Pegawai
D.xixx Belanja Barang dan Jasa
S.x.xx Belanja Bunga
S.x.xx Belanja Subsidi
5.x.xx Belanja Hibah
S.x.xx Belanja Bantuan Sosial
S.xxx Belanja Modal
S.x.xx Belanja Modal Tanah
S5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
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S.x.xx

Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi

S.X.XX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5300 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
S.x.xx Belanja Tidak Terduga

S.x.xx Belanja Tidak Terduga

S.x.xx Belanja Transfer

S.x.xx Belanja Bagi Hasil

S.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan ...2) X XK. XX
Indikator Keluaran  |:i.........
Bertambah
JUMLAH /Be rkurang DASAR
KODE REKENING URAIAN Sebelum Setelah (Rp) A HUKUM
Perubahan | Perubahan
S.x¥x Belanja
5. %.Xx% Belanja Operasi
5.x.xx% Belanja Pegawai
S.x.xx Belanja Barang dan Jasa
5.x.xx% Belanja Bunga
S.xxx Belanja Subsidi
5.x.xx Belanja Hibah
5.x.xx Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx Belanja Modal
S5.X.%xx Belanja Modal Tanah
5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S.xxx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
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SR

Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi

S5..xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
S.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
S5.X.X% Belanja Tidak Terduga
S5.x.xx Belanja Tidak Terduga
o.X XX Belanja Transfer
S5.x.xx Belanja Bagi Hasil
O.X.xXx Belanja Bantuan Keuangan
Kegiatan....2) XXX XX
Indikator Keluaran — |:.........
SubKegiatan...1) XXKXX
Indikator Keluaran — |:.........
JUMLAH Bertambah
KODE REKENING URAIAN /Berkurang | DASAR
Sebelum Setelah R o HUKUM
Perubahan | Perubahan (Rp)
5.x.xx Belanja
S Belanja Operasi
S.x.xx% Belanja Pegawai
S.x.xx Belanja Barang dan Jasa
S.x.xx Belanja Bunga
S.x.xx Belanja Subsidi
S.x.xx Belanja Hibah
BRXX Belanja Bantuan Sosial
S5.x.xx Belanja Modal
S.xxx Belanja Modal Tanah
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S.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
S.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
S.xaxx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Tidak Terduga
S.x.xx Belanja Transfer
S.x.xx Belanja Bagi Hasil
S.X.xX Belanja Bantuan Keuangan
Sub Kegiatan...2) T XXX.XX
Indikator Keluaran S
JUMLAH Bertambah
/Berkuran g DASAR
KODE REKENING URAIAN e Setelah (Rp) % HUKUM
Perubahan | Perubahan
5.%.x% Belanja
5.x.xx Belanja Operasi
S5.X.xx Belanja Pegawai
5.xX.xx Belanja Barang dan Jasa
S.x.XX Belanja Bunga
S s Belanja Subsidi
S5.x.xx Belanja Hibah
S.xxx Belanja Bantuan Sosial
S5.%.xx Belanja Modal
S5.x.xx Belanja Modal Tanah
D.X.xxX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
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S.X.XX

Belanja Medal Jalan, jaringan, dan irigasi

5.x.xx% Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
S.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
S.x.xx Belanja Tidak Terduga

SixEx% Belanja Tidak Terduga

o.X.XX Belanja Transfer

SXEX Belanja Bagi Hasil

S.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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I. Penetapan Perubahan APBD

Ketentuan Umum

Ketentuan umum terkait penetapan perubahan APBD adalah sebagai
berikut:

1.

a.

g.

Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang perubahan
APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung
untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling
lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran
berkenaan.

Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD dapat
mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan
oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan
Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen
pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman
pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD,
DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam
pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani oleh
Bupati dan pimpinan DPRD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Bupali menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang
perubahan APBD dengan berpedoman kepada perubahan RKPD,
perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh
Bupati dan pimpinan DPRD.

J. Persetujuan Rancangan Perda Perubahan APBD

Ketentuan Umum

Ketentuan umum terkait persetujuan rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

1.

a.

Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang
perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan
bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan
APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan
dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan
setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD tahun sebelumnya.

Ketentuan Pelaksanaan

a.

b.

Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan
hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
Bupati menetapkan Perda tentang perubahan APBD setelah
ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tahun sebelumnya.
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c. Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan Perda
tentang perubahan APBD tidak tercapai sampai batas waktu yang
ditentukan, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan
dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2022

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Akuntansi Pemerintah Daerah
1. Ketentuan Umum
Akuntansi pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

2) SAPD;

3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah;

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi
dan entitas pelaporan.

c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Dacrah meliputi kebijakan
akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan
atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau
peristiwa sesuai dengan SAP atas:

a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam
SAP;

b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam
SAP.

d. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam
melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke
dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan
keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem
akuntansi SKPD.

e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3) Neraca

4) Laporan Operasional

5) Laporan Arus Kas

6) Laporan Perubahan Ekuitas

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi
dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan
SKPKD, sedangkan entitas peclaporan adalah Pemerintah
Kabupaten Purworejo.

b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran

data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.
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h.

Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai
panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas
akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.

SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian
prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,
belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian
dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian
prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja
konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah
daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan
pendekatan  pemisahan kelompok dana menurut tujuan
penggunaannya. Pemisahan kelompok dana tersebut membagi dana
menjadi dana umum dan dana menurut tujuan tertentu. Penerapan
akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah
daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan
struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam
pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku
besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan
keuangan.

Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa
peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan
kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah.
Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, khususnya:

a) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;

b) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran,;

c) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas;

d) PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;

e) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

fy PSAP 12 tentang Laporan Operasional;

g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan.

2) Berdasarkan rujukan dan relerensi tersebut, Tim Penyusun
melakukan pemahaman dan analisa untuk proses penyesuaian
dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan
keuangan di Pemerintah Daerah.

3) Tim Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan
harmonisasi tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan pada
kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.
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b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun

1)

2)

4)

Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa
peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan
kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan utama adalah
Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:

a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan;

b) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi;

c) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;

d) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

e) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban;

f) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang
Tidak Dilanjutkan.

g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun

Tim Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan

penelaahan atas rujukan atau referensi di atas untuk:

a) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan
metode yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya.

b) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan
yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan
pengukurannya.

c) Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP
namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah
daerah

Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP, perlu

memperhatikan:
a) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah
terkait.

b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran
atas aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-
LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan
yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar
Akuntansi Pemerintahan dan PSAP.

Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode,

pengaturan lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum

diatur tersebut ke dalam dokumen kebijakan akuntansi.

c. Penyusunan SAPD

1)

2)

3)

4)

5)

Tim Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses bisnis
pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan
keuangan daerah.

Berdasarkan siklus  tersebut, Tim Penyusun  SAPD
mengidentifikasi prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang
harus dibuat.

Tim Penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada
masing-masing prosedur akuntansi. Masing-masing pihak
memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan
output yang diinginkan

Tim Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang
mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen
tersebut akan menjadi sumber pencatatan jurnal.

Tim Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap
prosedur berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkait.
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6) Tim Penyusun SAPD menyusun langkah teknis. Langkah teknis
merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan
pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, data atau
dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak
tersebut memperlakukan data-data terkait. Selain itu, diberikan
llustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan
akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang
membutuhkan pencatatan.

7) Penyusunan SAPD ini memperhatikan bahwa Proses Akuntansi
Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, dan
penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

d. Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi

Bagian 1 — Pencatatan Transaksi

1) PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data
anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD,
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan DPA- SKPD.

2) PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-
LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan
pendapatan.

3) PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan
data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.

4) PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data
yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan.

5) PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas
berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pendapatan,
belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi aset, hutang, dan
ekuitas terkait.

Bagian 2 - Klasifikasi transaksi

1) PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang
sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD
memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

2) PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan
klasifikasi yang dilakukan.

Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan

integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan

keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam bhuku

Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

e. Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan

1) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jurnal
penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi dan/atau
jurnal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan.

2) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja
kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasi.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen akuntansi pemerintah daerah antara lain

sebagai berikut:
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a. Buku Jurnal

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
BUKU JURNAL

ol kg e | e

b. Buku Besar

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
BUKU BESAR

SKPD
KODE REKENING
NAMA REKENING

Ref

*) : Untuk akun-akun komponen LRA
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c. Kertas Kerja Konsolidasi

Kode
Rekening

NeracaSaldo | MNeracaSaldo | NeracaSaldo | NeracaSaldo Neraca Saldo
SKPDA SKPD B SKPD dst SKPKD Pemda
D K D K D K D | K D K D K

: ol
Nama Rekening ral eliminasi

B. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Ketentuan Umum
Pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

a.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah
oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan
keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD
selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

1) laporan realisasi anggaran;

2) neraca;

3) laporan operasional;

4) laporan perubahan ekuitas; dan

5) catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui PPKD
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh
kepala SKPKD seclaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk
disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran;

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

3) Neraca;

4) Laporan Operasional;

5) Laporan Arus Kas;

6) Laporan Perubahan Ekuitas;

7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan
hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan
kepada DPRD.

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan
keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan
daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD
bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui
PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan
daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan
dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a.

Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD
dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian
dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan
kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar
akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa Laporan
Realisasi Anggaran.

Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Neraca.

Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran
data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
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2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi

1)

3)
4)

S)

6)

Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau
berdasarkan  kebutuhan  penyajian  informasi, PPK-SKPD
menyusun:

a) Neraca Saldo;

b) Jurnal penyesuaian akhir periode;

c) Neraca Saldo setelah penyesuaian;

d) Jurnal penutupan.

PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas
kolom-kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian
akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup
dan laporan keuangan terkait.

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD
menyusun:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b) Laporan Operasional (LO);

c) Neraca;

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat, PPK-
SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun
kepada Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD
beserta Surat Pernyataan kepada Bupati. Pada saat yang
bersamaan, Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada PPKD
untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bagian 1 - Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi

1)

2)

3)

4)

Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut
Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan
lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk
menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.

Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD
dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi.

Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi berupa
jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD
dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam
kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di
entitas akuntansi.

Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah
(konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo
SKPKD serta jurnal eliminasi.

Bagian 2 — Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

1)

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi
Akuntansi menyusun:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi

b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi

154 /



c) Neraca Konsolidasi

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
e) Laporan Perubahan SAL

f) Laporan Arus Kas

2) Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan
sesual dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan Akuntansi
dan/atau Standar Akuntansi Pemerintah.

3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
telah disusun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4) Bupati membuat Surat Pernyataan Bupati yang menyatakan
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.

5) Bupati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen pelaporan keuangan Pemerintah Daerah antara lain
sebagai berikut:

a. Neraca Saldo

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA .......
NERACA SALDO per Tanggal v

SKPD

_ Jumlah
Debit Kredit

Kode Rekening Nama Rekening
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b. Laporan Keuangan SKPD

PEMERINTAH KABUP ATEN JKOTA ..ovveeems e e rermsmemesmene

SKPD

LAP ORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2041 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uralan

Anggaran

Realisasi

% Realisasl |

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLIDAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahlan
Lain - lain PAD yang sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
BELANIA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Jumlah Belanja Operasi

BELANIJA MODAL
Belanja Madal Tanah
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin
{ Belanja Modal Gedung danBangunan
EBelanja Modal lalan, Irigasi, danJaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal
JUMLAH BELAMJA

SURPLUS/DEFISIT

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ..vovecmesesemmmssssensssssens

SKPD
LAPORAN QOPERASION AL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalan

Uraian

20X1

20X0

Kenaikan/
Penurunan

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah*
Pendapatan Retribusi Dacrah

Rupiah)
%

Jumlah Pendapatan asli Daerah

JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
BehanBarang dan Jasa

Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Belan Penyusulen Gedung dan Benguman
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Hehan Penyusutan Aset | etap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasl

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT LO
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...oooee e cnaamas

SKPD

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

20X0

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang Pajak™
Piutang Retribusi
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

Jumlah Aset Lancar

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

AsetTetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganli Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
AsetTak Berwujud
AsetLain - lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendel
JUMLAH KEWAIIBAN
EKUITAS
EKUITAS
Surplus/Defisit-LO
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...ccovmurmemmesssssasnses
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus /Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ccrusme
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEVIBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB | [Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hukum penyus unan laparan keuvangan SKPD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB Il |lkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB Il |Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah dzerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pzlaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan- LO
3,14 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V |Penutup
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¢c. Laporan Keuangan SKPKD

PEMERINTAH KABUPATENSKOTA cocvieceevrrecm memenas
SKPKD __
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

[Dalam Rupiah

Uraian Anggaran _ Reslisasi % Realisasi

PENDAPAT AN
PEMDAPATAN ASLI DAERAH
Pendafatan Pajak Dazrah
Pendapatan Reribusi Caerat
Pendagatan Hasil Fengelolasn Kekayaan Daerah yeng Dioisahkan
Lain - lain PAD yang san

JumbBh Pendapatan Asli Daerah

PEHDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINT 2H PUSAT - DANA PERINMEAN GAN
Dana Bagi dzsil
Dana &locasi UmJan
Dana Mlocasi Khusus - Fisik
Dana & o<asi Khusus - Non Fisik

Jumih Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PEHNDAPATANTRANSFER PERMERINT AH PUSAT - LAINNYA
Dana Insentif Daerah

Dana Ctonomi <rusus

Dana Kaistimswaan

Dana Desa

Jumiah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANS FER ANTAR DAERAH
Pendapalan Bazi Hasil
Bantuan <euanzan

lumiah Pendapatan Transfer Antar Daerah

TotalPendapatan Transfer

LAN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendagatan Hibaa
Pendagatan Dans Da-urst
Pendapatan Lainnya

Jumbh Lain - lain Penda patan Daerah yang Sah

JUMILAH PENDAPATAN

BELANIA

BELANIA OPERASI
Belanjz Fegawai
Belanjz Parang dan Jasa
Belanjz Bunga
Belanjs Subsicli
Belanjs Hibah
Belanjs Bantuan 3csial

lumbah Belanp Operasi

BELANJA MODAL
Belanjz Mcdal Tanah
Belanjs Mcdal erslatan dan Mesin
Belanjz Mcdal Seding dan Bangaran
Belanjs Mcdsl Ja an, Irigas , dan Jaringan
Belanjz Mcdal Aset Tetap Lainnva

Belanjs Mcdal Aset Lainnya
Jlumiah Belanjp Modal
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BELANJA TAK TERDUGA
Be anja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Tarduga

BELAMIA TRANSFER
Be anja Bantuan Keuangan antar Daerzh Kaaupaten/Kota
Be anja Bantuan Keuangan Kabupazen/Kota ke Daerah Provins
8e anja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Koza kepada Desa

lumiah Belanja Transfer

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pengz unaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Pzrjualan Kekayaan Daerah yang Dipisankar
Penerimean Finjaman Dag-ah - Pemerirtzh 2usat
Penerimzan Finjaman Dae-ah - Pemerirtzh 2zersh Lain
Penerimzan Finjaman Daeah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimzan Finjaman Dae-ah - Lembaga Kedangan Bukan Bank
Penerimzan Finjaman Daa-ah - Masyarzkat (Cbligas’ Daershi
Penerimzan Kembal" Pemberian Pinjaman Daerah
Panerimzan Fembiayaar Lainnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

FPENGELUARAN FEMBIAYAAN
Pembentukan Dara Cadangan
Penyzraan Modzl PFererintzh Daerzh
Pembayaan Pirjaman dari Pamerintzh 2usat
Pembayaan Pirjaman dari Pzmerintah Daerah Lain
Pembayaan Pirjaman dari Lembaga Keuzngan Bank
Pembaya-an Pirjaman dari Lembaga Keuzngan Bukat Bank
Pembaya“an Pirjaman dari Masyarakat (Cbligas™ Daerah]
Pemberizn Finjaman Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Jumlah Fengeluaran Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

160



PEMERINTAH KABUPATEN /KO TA wooovovs s e srses
SKPKD _
LAPORAN OPERASIONAL
UN TUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMEER 2041 dan 20%0

{Dalam Rupiah)
Uraian 2%1 axe | Keneiken/ %
Penurunan
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

endapacen Pejak Daerah
Jendapatan Retriousi Caeal
Jendapatan Hasil Pengeld azn Kekayaan Daerahyang Dipiszhkan
-ai1- |lai1PAD yang sa1
Jumiah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER

PENDAPATAN TRAMSFER PEMERRI TAH PUSAT- DANA PERIMBAN GAN

Dana Bagl Hasil
Jana Alckasi Umum
Dana Alckasi khusus - Fisik
Dana Alckasi khusus - Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERR TAH PUSAT- LAINNYA
Dana Insznif Daeraq
Jana Gtoncmi Khusus
Jana Keistimeaaan
Jana Desa
lumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pugat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Jendapa:an Bagi Hasil
JantuanKeuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Anfar Daersh
Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Jendapazan Hibah
Jendaparan Dana Daru-at
Jendapaan Lainrya
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daera h yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
BEBAN
BEBAN OPERASI
3ebar Pegawal
3ebar Bara g danJasa
3ebar Bunga
Jebar Subs di
Jehar Hiban
Jehar Bant.Jan Sosial
Jumiah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
3pbar Penyssutaq Perzlatan daa Mesin
3ebar Penyisutat Ceding dan 3angunan
3ehar Peny.Jsuta Jalan, Iigasi, dan .aringan
3ebar Penyasutar Aset Tetaa Lainaya
Aebar Peny.dsuta Aset Leinnya
ebar Amartisasi Azet Tak Bznwujud
Jumlah Beban Penyusutan dan Ameortisasi
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BEBAN TRANSFER
Bebar Bagi Hasil
Bebar Bantuan Keuangan

Jumlzh Beban Transfer

BEBAN TAK TERDUGA
Bebar Tt "erduga

Jumlzh Beban Tak Terduga

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

SURPLUS/QEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Penjuslar/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajibzn Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasiona Lainnya

Jumlzh Surplus K on Operasional

DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/FertukararfPelesasan Aset Non Lancar

Defisit Panyelesaian Kewajiban .a1gka Panjang
Defisit da Kegiatan Nor Operasional Lainrya

Jumlzh Defist Non Operasional

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OFERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatar Luar Biasa

Jumlzh Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA
Bebar Luar Biasa

lumlah Beban Luar Biasa

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ..vvieecernssenssemarens

SKPKD _
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X 0

{Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

20X 0

AS

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas Lainnya
Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Fiutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Permmerintah Pusat
Piutang Transfer Antar Daerah
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka

Perseciaan

Aset Untuk Dikonsdlidasikan
Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JAN GKA PANJANG
Investasi Non 2ermanen
Investasi kapada BUMN
Investasi kepada BUMD
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Jlumlah Investasi Non Permanen
Investasi Perrranen
Penyertaan Modal Pemerirtah Daerah
Investasi - Pemberian Pinjaman Deerah
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP
Tanah

Peralazan dan Mesin
Gedunz dan Bangunar
Jalan, rigasi, dan Jarirgan
Aset Tatap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Peryusutan
Jumlah Asat Tetap
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DANA CADANGAN
Dana Cadangan
lumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain- lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET
KEWAJIIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewa]lban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bulan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto] Obligasi
Jumlah Kewa]lban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAIIBAN
EKUITAS
EKUITAS
Surplus/D efisit-LO
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAIIBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ....couvuneemmsessssnrnsens
SKPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kehijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...ccouceueme
SKPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB | |Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan lzporan keuangan SKPKD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKFKD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKFKD
BAB Il |Ikhtisar pencapaian kinerja keuzangan SKPKD
24 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapzian target yang telah ditetapkan

BAB Il |Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pzlaporan keuangan pemerintzh
daerah
3.1,1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendapatan - LO
3.1.5 Beban
3.1.6 Aset
3.1.7 Kewajiban
3.1.8 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis zkrual pada pemerintah daerah

BAB IV |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuzngan SKPKD

BAB V |Penutup
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d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ..o e emenemrennmeees
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAHM 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)
Uraian Angpgaran | Realisasi % Realisasi
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerat

Pendapatan Retribusi Daerah
PendapatanHasil Penzelolaan Kekavaan Daerah yang Dipisabkan
Lan-lain PAD veng sah

Jumlch Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dsna Bagi Hasl
Dzna &lckasi Jmam
Dzna Alckasi <husus - Fisik
Dzna Alckasi <husus - NonFs k

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAMN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
DénaInsznt f Daerah

Dzna Otarani Khusus

Déna Kzistimewaan

DznaDesz

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
BantLanKeuangen

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YAMG SAH
Pendapatan Hikaa
Pendapatan Dana Darxat
Pendapatan Laianya

Jumlzh Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

HELANIA
BELANIA OPERASI

Belzria Pegawsi
Belzrjabararg danJasa
BelzrjabLnia

Belzrja cubsidi
BelenaHiazh

belzria barmuan osial

Jumiah Belanja Operasi

BELANJA MODAL
belzrja Modal “znah
belzrja Modal Peralatan dar Mesin
belzrja Modal Gecung denPanguran
belzria Modal _a an, Iriges, dan_atingan
belerja Modal Aset Tetap Lairnya
belsrja Modal Acet Lsinnya

Jumlah Belania Modal
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BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga

BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota <e Dazrah Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Caerah Proving ataL Kabupaten/Kota kpd Cesa
Jumlah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
PenggJnaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Dasrah yang Dipisahkan
Penerimaan Fin'amar Dzarah - Pamerinteh Puset
Penerimaan Pin'amar Oa2rah - Pemerintzh Daerah La'n
Penerimaan Pin'amar Da2rah - Lembaga Keuangan 3an¢
Penerimaan Pin'amar Dazrzh - Lembzga Keuangan 3ukar Bank
Penerimaan Pin'amar Dazrzh - Masyarakat {Obligasi Jaerzh)
Penerimaan Kemkali Yemberizn Pinjaman Jzerzh
Penerimaan Pemticyaan Lairnya
lumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pernaentukan Dana Cadangan
Penyertaan Moda Pemerinzan Jaergh
Permoayaran Finjaman dar Peme-intah Pusa:
Pernoayaran Pinjaman dari Peme-intah Caerar Lain
Permoayarzn Finjaman dan Lembaga Keuangan Bank
Pemoayarzn Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pemoayaran Finjaman dan Masyarakat (Dbligasi Dagrah)
Permoerian Pinjaman Jaeran
Perge uaran Pembiayaan Lainnya
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
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PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA .oooevee v s menmen
LAFORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YAN G BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3LDESEMBER 2041 dan 2010

(Dalam Bupiah)
Uraian 0Kl ago | Renallan/ |
Penurunan
KEGATAN QPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN 511 DAERAH

Pendapatan Pa ak Dasrah
Pendapazan Rebribusi Daerah
Fendapa:an Hasil Pergelolazn Kekavasn Daerzhyeng Dipisahkan
La n- lai1 PAD yeng sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAFATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSHEPR PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBAR GAN
Dzna Bagi Hasil
Dzna Al okasi Urmum
Dzna Alokasi Kiusus - Fis k
Dzna Al okasi Kausus - Mon Fisik
Jumiah Pendapatan Trander Dana Perimbargan

PENDAPATAN TRAHNSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINN TA
Dzna |1sertif Dzerah
Dzna Otonomi Krusus
Déna keist rewaan
Dzna Desa
Jumlah Pendapatan Trans'er Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
pendapaan Bazi Hasll
Bantuen Keuanzen
tumlah Pendapatan Tranger Antar Daerah
Tatal Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG S2AH
Pendapazan Hiba
Pendapa:an Dana Danural
Pendapazan Lainnys
Jumlah Lain - kain Pendapatan Daerah yang $ah
JUMLAH FENDAPATAN

BEBAN
BEBAHN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan .asa
Beban Bunga
BebanSbsidi
Beban Hibzh
Beban Ban:uanSos al
Jumiah Beban Operasi

BEBAHN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyus utan Peralatan dan Mesin
Beban Penyu; utan Gedung den Bangunan
Beban Penyus utan . alan, Irigasi, dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset TetapLainnva
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amort sasi Aset Tak Berwujud
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

BEBAN TRANSFER

BebanBag Fasil
Beban Banzusn Kauangan
Jumiah Aeban Transer
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BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga

lumlah Beban Tak Terduga

JUMIAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

SURPLUS/DEASIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Panjualan/Partukaran/Pele pasan Aset Non Lancar
Surplus Panyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus Non Operasional

DEASITNON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Defist Non Operasional

IUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa

Jumlah Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa

Jumlah Beban Luar Biasa

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISITLO
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .immmssss ssssssnisens

NERACA
PER 31 DESEMBER 20¥1 dan 20X0

{Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

20X0

ASET
ASET LANCAR

Kas dar Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendehara Pengeluaran
Kas di Bendshara Penerimaar
Kas di B.UD
Kas Dana BCS
Kas Dana Kapitasi pada FKTP
Kas Lainnya
Setzra Kas

Investasi Jangka Perdek

Piuzng Pajak

Pluzng Retribusi

PiuzngHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Jipisahkan

Pluzng Lain-lain PAD yang Sah
Piuzmng Transfer Permerintzh Pusat
Piuang Transfer Antar Daerah
Piuang Lainnya
Pervisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persedizan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nen Permanen
Investasi kepada BUMN
Investasl kepada BUMD
Irvestasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergul r
Jumlah Investasi Non Permanen
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemer ntah Dazrah
Investasi - Pemberian Pinjaman Daergh
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP

Tarah

Peralatan dan NMesir

Gedung danBargunan

lalan, Irigasi, dan Jaringzn

Aset Tetap Lainnya

Korstruksi calam Penger aan

Akumulasi Fenyusutan
Jumlah Aset Tetap
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DANA CADANGAN
ana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain - [ain
Akumulasi Amortisasi Aset Tida k Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jurnleh Aset Lainnya
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Utang Pinjaman Jangka Pendek

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Penda patan Diterima Dimuka

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obligasi

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAIIBAN

EKUITAS
EKUITAS

JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAIIBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....ccovvinsmnerisisanses
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
Uraian 201 20X0

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .oovvimsusssseseans
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Subtotal

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SIiLPA/SiKPA)
Subtotal

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ..o v smeerenaen
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 201 DAN 20X0
METODE LANGSUNG
{Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0

ARUS KAS DARIAKTIFITAS OPERASI

ARUS MASUK KAS
Penzarimzar Pajak Caerah
Penzrimzar Retribusi Daerah
Perzrimear Hasil Pengelolaan Kzkayzar Daerahyang D pisahkan
Penzrimear Lain - lair PAD yang sah
Penzrimear Dana Bag Has |
Penzrimzar Dana Alokasi Umum
Penzrimzar Dana Alokasi Khusus - Fisik
Penzrimzar Dana Alokasi Khusus - Non Fisik
Penzrimzar Dana Insentif Daeran
Pererimezar Dana Ctonomi Khusus
Penzrimzar Dana Keistimewaan
Penzrimzar Dana Desa
Pererimzar Bagi Hasi dari Provingi
Penzrimear Bantuan KeLargan
Pererimzar Hibah
Penzrimzar Dana Darurat
Pensrimzar darl Pendapatan Lainrva

Jumlah Arus Masuk Kas

ARUS KELUAR KAS
Pembzyaran Pzgawai
Pembzeyaran Barang danJasa
Pembzyaran Bunga
Pembzyaran Subsid
Pembeyaran Belanja Hibah
Pembzyaran Belanja Bantuan Soslal
Pembzyaran Tak Terdugz
Pembzyaran Belanja Bantuan Keangan antar Daerah Kabupaten/ota
Pembzyaran Belanja Bantuan KeJangan ke Daerah Provins
Pembeyaran Belanja Pantuan Keuangan kepada Desa

Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operas

ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI
ARUS MASUK KAS
Pencairan Cara Cadangan
Pen uclan atas Tanah
Pen uclan atas Perelatan dan Mesin
Pen uelan atas Gedung dan Bangunan
Penuzlan atas Jalan, Irigas, dar Jaringan
Pen uelan Aset Tetap Lainrya
Pen uelan Aset Lainnya
Hasil Perjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan
Pensrimasar Penjualar Investasi Non Pernanen

Jumlah Arus Masuk Kas
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ARUS KELUAR KAS
Pernbentukan Dang Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN

ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)

Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan

ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS

ARUS MASUK KAS

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga [PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas

ARUS KELUAR KAS

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris

Kenaikan/Penurunan Kas
Saldo AwalKas
Saldo Akhir Kas
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .uveeee
CATATAN ATAS LAPORAN KEUAN GAN

PENDAHULUAN
BAB 1 |Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
12 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerinta h daerah
BAB Il |Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan penca paian target kinerja APBD
5% § Ekonomi makro
2.2 Kebijakan keuangan
23 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB Il {Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
31 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah diteta pkan
BAB IV |Kebijakan akuntansi
41 Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah
42 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan la poran keua ngan pemerintah
daerah
4.3 Basis pengukuranyang mendasani penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
pemerintah daerah
BABV |Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

BAB VI

BAB VIl

5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
5.1.1 Pendapatan -LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan -10
5.1.5 Beban
51.6 Aset
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akial atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akunta nsifentitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah

Penutup
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2022

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

A. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung-
jawaban Pelaksanaan APBD

Ketentuan Umum

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan

pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD sebagai berikut:

L.

a.

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi
Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Penyusunan Laporan
Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Rancangan  Peraturan Daerah  tentang  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Bupati
bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Atas dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan
Peraturan  Bupati tentang penjabaran  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan
Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan
menetapkan  Peraturan  Bupati tentang  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Rancangan  Peraturan Bupati tentang  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Bupati tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Peraturan Daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan
dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

2) Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam
persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan
pimpinan DPRD.

4) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan
hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat tidak tercapai

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Untuk memperoleh pengesahan atas Rancangan Peraturan Bupati
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan
dokumen pendukung kepada gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan rancangan
Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan
Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

B. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran
Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD

Ketentuan Umum

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

L

a.

Rancangan  Peraturan Daecrah  tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada
gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi
sebelum ditetapkan oleh Bupati.
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. Gubernur seclaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi

terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji
kesesuaian dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan
Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD, Peraturan Bupati kabupaten/kota tentang
penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Bupati kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah kabupaten/kota
tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati kabupaten/kota tentang
penjabaran APBD, Peraturan Bupati kabupaten/kota tentang
penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati
menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah
dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan
dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD,
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau
tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa  Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil
evaluasi diterima.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD,
maka Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah
dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Bupati,
Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan evaluasi rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat informasi
aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.
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2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan DPRD,
Bupati mengirimkan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat
keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada
Bupati.

d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan
hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, Bupati menetapkan
rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan
rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.
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